




















1

• Mewujudkan pemerintahan yang baik 
(good governance)

2

• Mewujudkan pembangunan yang 
berwawasan lingkungan

3

• Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Kota Madiun

4

• Mewujudkan kemandirian ekonomi dan 
memeratakan tingkat kesejahteraan
masyarakat Kota Madiun

1

• Karya 1 : Madiun 
Kota PINTAR

2

• Karya 2 : Madiun 
Kota MELAYANI

3

• Karya 3 : Madiun 
Kota MEMBANGUN

4

• Karya 4 : Madiun 
Kota PEDULI

5 

• Karya 5 : Madiun 
Kota TERBUKA

SINKRONISASI
PANCA KARYAMISI



MISI 1

MEWUJUDKAN 

PEMERINTAHAN YANG BAIK 

(GOOD GOVERNANCE)

MISI 2

MEWUJUDKAN 

PEMBANGUNAN YANG 

BERWAWASAN 

LINGKUNGAN

MISI 3 MISI 4

MENINGKATKAN KUALITAS 

HIDUP MASYARAKAT KOTA 

MADIUN

MEWUJUDKAN 

KEMANDIRIAN EKONOMI 

DAN MEMERATAKAN 

TINGKAT KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT KOTA 

MADIUN

VISI

TERWUJUDNYA 

PEMERINTAHAN 

BERSIH 

BERWIBAWA 

MENUJU 

MASYARAKAT 

SEJAHTERA



MISI 1

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN 

YANG BAIK (GOOD 

GOVERNANCE)

TUJUAN 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Baik

INDIKATOR

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah

INDIKATOR

1. Nilai Evaluasi Kinerja 

Penyelanggaraan Pemerintahan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Sistem Pelayanan Pemerintah

Berbasis Elektronik (SPBE)

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah

SASARAN 2

Meningkatnya 

Pengelolaan Keuangan 

dan Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

1. Opini BPK
BIDANG URUSAN

1. Unsur Staf

2. Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan 

terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

3. Fungsi Penunjang Perencanaan

4. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

5. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7. Komunikasi dan Informatika

8. Fungsi Penunjang Kecamatan

9. Persandian

10.Statistik

11.Kearsipan

BIDANG URUSAN

1. Unsur Staf

2. Unsur Pengawas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan

3. Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Keuangan

PENJABARAN

SASARAN 3

Meningkatnya Partisipasi 

Masyarakat dan 

Pemangku Kepentingan

INDIKATOR

1. Persentase Kelurahan 

yang Mendapatkan 

Klasifikasi 

Swasembada

2. Indeks 

Pemberdayaan 

Gender

BIDANG URUSAN

1. Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak

2. Fungsi Penunjang 

Kecamatan



MISI 1

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN 

YANG BAIK (GOOD 

GOVERNANCE)

TUJUAN 1

Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan Baik

INDIKATOR

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1

Meningkatnya Tata Kelola 

Pemerintahan

SASARAN 2

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

BIDANG URUSAN

1. Program Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Kependudukan

2. Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil

3. Program Pengelolaan data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan

4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

5. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

7. Program Penataan Daerah Otonom Baru

8. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

9. Program Penataan Pertauran Perundang-undangan

10. Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan 

Publik

11. Program Layanan Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat

12. Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

13. Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

14. Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota

15. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian

16. Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS

17. Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur

18. Program Pembinaan Aparartur

19. Program Pengambangan Aparatur

20. Program Penataan Aparatur

21. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

22. Program Pengembangan Kajian dan Penelitian

23. Program Penyelenggaraan Kelurahan

24. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

25. Program Sosialisasi di Bidang Cukai

26. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

27. Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah

28. Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN

1. Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan

5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur 

Pengawasan

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah

7. Program Pengelolaan Anggaran Daerah

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan 

Keuangan Daerah

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset 

Daerah

10. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

11. Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah

PROGRAM

PROGRAM

LANJUTAN......!!

1. Program Peningkatan 

Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender 

dalam Pembangunan

2. Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembangunan 

Kelurahan

3. Program Dana 

Kelurahan

PROGRAM

SASARAN 3

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 

dan Pemangku Kepentingan

INDIKATOR

1. Persentase Kelurahan yang 

Mendapatkan Klasifikasi 

Swasembada

2. Indeks Pemberdayaan Gender

BIDANG URUSAN



MISI 2

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN 

YANG BERWAWASAN 

LINGKUNGAN 

PENJABARAN
TUJUAN 1

Terwujudnya Infrastruktur Kota yang 

Berwawasan Lingkungan

INDIKATOR

1. Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

INDIKATOR

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2. Persentase Ruang yang dimanfaatkan 

RTRW

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur, Sarana Transportasi 

Kota dan Permukiman

INDIKATOR

1. Indeks Sarana dan Prasarana 

Permukiman

2. Indeks Infrastruktur

3. Kinerja Ruas Jalan

BIDANG URUSAN

1. Lingkungan Hidup

2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4. Pertanahan

BIDANG URUSAN

1. Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang

2. Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman

3. Perhubungan

1. Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota

2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan/ Drainase/ Gorong-gorong

4. Program Pengendalian Banjir

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

PROGRAM

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

2. Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman

3. Program Pelayanan Pertanahan

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

5. Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan LH

6. Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas LH

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

PROGRAM



MISI 3

MENINGKATKAN KUALITAS 

HIDUP MASYARAKAT KOTA 

MADIUN
TUJUAN 1

Terwujudnya Masyarakat Kota 

Madiun yang Berkualitas Baik

INDIKATOR

1. Indeks Pembangunan Manusia

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas 

Pendidikan Masyarakat 

Kota Madiun

INDIKATOR

1. Indeks Pengetahuan

PENJABARAN

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas 

Kesehatan Masyarakat 

Kota Madiun

INDIKATOR

1. Indeks Kesehatan

BIDANG URUSAN

1. Kesehatan

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. Pendidikan

2. Perpustakaan

BIDANG URUSAN

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

2. Program Peningkatan Kinerja BLUD

3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

6. Program Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan

7. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga

PROGRAM

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan

3. Program Pendidikan Dasar

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

5. Program Pendidikan Non Formal

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan

PROGRAM



MISI 4

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN 

MEMERATAKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT KOTA MADIUNTUJUAN 1

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR

1. Pertumbuhan PDRB

2. PDRB Per Kapita

3. Angka Kemiskinan

SASARAN 2

Meningkatnya 

Pertumbuhan Sektor 

Unggulan Daerah

INDIKATOR

1. Pertumbuhan 

Sektor 

Perdagangan

2. Pertumbuhan 

Sektor 

Pengolahan

3. Pertumbuhan 

Sektor Pariwisata

PENJABARAN

TUJUAN 2

Terwujudnya Stabilitas Kehidupan 

Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif

INDIKATOR

1. Indeks Ketentraman

SASARAN 2

Meningkatnya 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

INDIKATOR

1. Indeks rasa Aman

SASARAN 3

Stabilitas Ketersediaan 

Pangan dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat

INDIKATOR

1. Rasio Ketersediaan 

Pangan Utama dan 

Konsumsi Pangan

2. Indeks Gini

SASARAN 1

Terwujudnya Iklim 

Investasi yang 

kondusif dan 

Peningkatan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja

INDIKATOR

1. ICOR

2. Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka BIDANG URUSAN

1. Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat

2. Fungsi Penunjang 

Kecamatan

BIDANG URUSAN

1. Sosial

2. Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak

3. Pangan

4. Kelautan dan Perikanan

5. Pertanian

BIDANG URUSAN

1. Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

2. Pariwisata

3. Perdagangan

4. Perindustrian

BIDANG URUSAN

1. Tenaga Kerja

2. Penanaman 

Modal

3. Transmigrasi

4. Unsur Staf

SASARAN 1

Meningkatnya Kerukunan 

Kehidupan Masyarakat 

yang Berbudaya dan 

Pemuda yang Berprestasi

INDIKATOR

1. Indeks Kerukunan

2. Prestasi Pemuda dan 

Olah Raga di tingkat 

regional dan nasional

BIDANG URUSAN

1. Pemuda dan Olah 

Raga

2. Kebudayaan

3. Kesatuan Bangsa 

dan Politik

4. Unsur Staf



MISI 4

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN 

EKONOMI DAN MEMERATAKAN 

TINGKAT KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT KOTA MADIUN

TUJUAN 1

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN 2

Meningkatnya 

Pertumbuhan Sektor 

Unggulan Daerah

LANJUTAN......!! TUJUAN 2

Terwujudnya Stabilitas Kehidupan 

Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif

SASARAN 2

Meningkatnya 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

SASARAN 3

Stabilitas Ketersediaan 

Pangan dan Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat

SASARAN 1

Mewujudkan Iklim 

Investasi yang 

kondusif dan 

Peningkatan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN
BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN

1. Program Perluasan dan 

Pengembangan Kesempatan Kerja

2. Program Perlindungan dan 

Pengembangan Kelelmbagaan 

Ketenagakerjaan

3. Program Pembinaan Lingkungan 

Sosial Bidang Ketenagakerjaan

4. Program Perlindungan Tenaga Kerja

5. Program Peningkatan Iklim Investasi 

dan Realisasi Investasi

6. Program Peningkatan Pelayanan 

Perizinan

7. Program Ketransmigrasian

8. Program Stabilitas Ekonomi Daerah

9. Program Sosialisasi Ketentuan di 

Bidang Cukai

10. Program Pembinaan Lingkungan 

Sosial di Bidang Ekonomi

SASARAN 1

Meningkatnya 

Kerukunan Kehidupan 

Masyarakat yang 

Berbudaya dan 

Pemuda yang 

Berprestasi

BIDANG URUSAN

1. Program Pembinaan 

Pemuda dan Olah 

Raga

2. Program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya

3. Program Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Beragama

4. Program Kemitraan 

Pengembangan 

Wawasan 

Kebangsaan

5. Program Peningkatan 

Pemahaman Idiologi 

dan HAM serta 

Pencegahan Konflik 

Sosial

6. Program Pendidikan 

Politik Masyarakat 

dan Orkemas

7. Program Pembinaan 

Orkesmas dalam 

kehidupan demokrasi

PROGRAM

PROGRAM

1. Program Peningkatan 

Kualitas Kelembagaan 

Koperasi

2. Program Pengembangan 

Sistem Pendukung 

Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif 

Usaha Mikro

3. Program Pengembangan 

Pemasaran dan Destinasi 

Pariwisata

4. Program Peningkatan,  

Pengembangan dan 

Pengawasan Perdagangan 

Non Pasar Rakyat

5. Program Pengelolaan Pasar 

Rakyat

6. Program Pemberantasan 

Barang Kena Cukai Ilegal

7. Program Pengembangan 

Industri Kecil Menengah

8. Program Pembinaan 

Industri

PROGRAM

1. Program 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Kesejahteraan Sosial

2. Program Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Perempuan dan Anak 

serta Rehabilitasi 

Sosial

3. Program Peningkatan 

Deversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat

4. Program Peningkatan 

Kesejahteraan Pelaku 

Usaha Perikanan

5. Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani

6. Program Peningkatan 

Kesejahteraan Pelaku 

Usaha Peternakan

PROGRAM 1. Program Pengawasan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Walikota

2. Program Pembinaan, Penertiban 

dan Evaluasi Penyelenggaran 

Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat

3. Program Peningkatan 

Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan

4. Program Peningkatan 

Pencegahan dan 

Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran

5. Program Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan Korban 

Bencana Alam

6. Program Koordinasi, Pembinaan

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pemberdayaan

Masyarakat Pembangunan, 

Kesejahteraan Sosial dan 

Ketentraman Ketertiban Umum

PROGRAM



NO VISI MISI TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR OPD

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

1 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Gofernance)

1 1 3 7 41 43

Sekretariat DPRD, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian

Adm Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Adm

Pembangunan, Dinas Kominfo, BAPPEDA, Inspektorat,

BPKAD, BAPENDA, Kecamatan, BKD, Dinas

Kependudukan dan Capil, Dinas Sosial PP & PA, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

2 Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

1 1 2 5 15 15
Dinas PU & TR, Dinas PERKIM, Dinas Perhubungan,

Dinas Lingkungan Hidup

3 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun

1 1 2 2 13 15
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan & KB, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD

4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

2 4 5 10 35 36

Dinas tenaga kerja, dinas PMPTSPKUM, Dinas

BUDPARPORA, Bagian Adm Perekokesra, Dinas

Perdagangan, Dinas Sosial, PP & PA, Dinas Pertanian &

KP, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Kecamatan

TOTAL 5 7 12 24 104 109



KEGIATAN
1.015 Kegiatan pada PPAS Tahun 2018 840 Kegiatan pada PPAS Tahun 2020

PROGRAM
102 program dengan 109 indikator program 104 program dengan 109 indikator program

SASARAN
14 sasaran dengan 29 indikator sasaran 12 sasaran dengan 24 indikator sasaran

TUJUAN
7 tujuan dengan 12 indikator tujuan 5 tujuan dengan 7 indikator Tujuan

MISI
4 misi 4 misi

VISI
1 visi 1 visi

RPJMD TAHUN 2014-2019 RPJMD TAHUN 2019-2024

R
P

J
M

D
 K

O
TA

 M
A

D
IU

N



P
Karya 1 : 
Madiun Kota 
PINTAR

E
Karya 2 : 

Madiun Kota 
MELAYANI

N
Karya 3 : 
Madiun Kota 
MEMBANGUN

D
Karya 4 : 

Madiun Kota 
PEDULI

E
Karya 5 : 
Madiun Kota 
TERBUKA

KARKhARismatik

• Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan untuk

meningkatkan kualitas ASN

• Mempercepat dan mempermudah pengembangan karir

ASN

• Beasiswa ikatan dinas pendidikan tinggi untuk mengganti

ASN yang pensiun

• Beasiswa bagi tenaga kependidikan

• Pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun

• Memberikan Bantuan Laptop atau Notebook dan

seragam gratis bagi siswa SD dan SMP se Kota Madiun

• Program Out door Learning cantre

• Memberikan pelayanan yang berpihak pada kebutuhan

masyarakat

• Melakukan tata kelola pemerintahan berbasis E-

Goverment, E-Planning, E-Budgeting, E-Contract dan E-

Monev

• Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah)

• Menyediakan Busa Wisata Gratis Keliling Kota Madiun

• Mewujudkan madiun sebagai Kota sejota Bunga

• Program peningkatan kepedulian pada bidang olahraga

• Menyapa masyarakat dengan seni budaya mingguan

• Bantuan perbaikan dan sarana dan prasarana ibadah

• Memberdayakan pesilat untuk keamanan lingkungan di 

setiap kelurahan

• Penghapusan retribusi bagi pedagang Kaki Lima (PKL) di 

Kota Madiun

• Menciptakan Lapangan Kerja sektor formal dan non 

formal

• Asuransi bagi tenaga kerja sektor informal sekota madiun

• Penghapusan retribusi parkir untuk pasar tradisional

• Bantuan modal dan pengembangan SDM untuk UKM 

Kota Madiun

• Madiun Display meningkatkan dan mengembangkan 

produk unggulan lokal yang ada di wilayah bakorwil 1 

madiun

• Subsidi pupuk bagi petani

• Subsidi listrik dan air bersih bagi masyarakat kurang 

mampu

• Memberikan bantuan pemakaman bagi masyarakat tak 

berdaya

• Program peningkatan kepedulian pada lansia, kaum 

marjinal, perempuan, ibu dan anak

• Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) program 2

(dua) hari bersama rakyat di kelurahan guna

menampung Aspirasi Masyarakat

• Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk

pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga

terbangunnya budaya yang bebas dari korupsi, kolusi

dan Nepotisme

• Menghadirkan tenaga profesional yang kompeten di

bidangnya untuk melatih masyarakat dalam

merealisasikan ide atau gagasan yang bermanfaat bagi

kesejahteraan Masyarakat

• Menghasilkan gagasan atau ide sehingga dapat di

desain sebagai basis program pemerintah Kota Madiun

ke depan

• Tersedianya layanan berkualitas bagi setiap warga

masyarakat kota madiun dalam memperoleh informasi

publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang

berlaku

• Program satu RT satu Free Wifi untuk pembelajaran online

• Tersedianya informasi publik oleh setiap organisasi

perangkat daerah (PD) yang akurat secara terbuka,

benar dan tidak menyesatkan

33 Program Unggulan Walikota



NO VISI MISI TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATORPROGRAM INDIKATOR OPD
PANCA 
KARYA

Program unggulan
OPD sesuai Pengampu 

Program unggulan

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

1 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Gofernance)

1 1 3 7 41 43 Sekretariat DPRD, Bagian Hukum,
Bagian Umum, Bagian Adm
Pemerintahan, Bagian Organisasi,
Bagian Adm Pembangunan, Dinas
Kominfo, BAPPEDA, Inspektorat, BPKAD,
BAPENDA, Kecamatan, BKD, Dinas
Kependudukan dan Capil, Dinas Sosial
PP & PA, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Karya 2 dan 
5 (Melayani 

dan 
Terbuka)

pelayanan berpihak pada
masyarakat, tata kelola
pemerintahan, penguatan sakip,
pelayanan berpihak pada setiap
warga, Free Wifi, informasi publik oleh
setiap OPD

dinas kominfo, bag. 
Organisasi

2 Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

1 1 2 5 15 15 Dinas PU & TR, Dinas PERKIM, Dinas
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup

Karya 3 
(Membangu

n)

program WBR, pengawasan jalannya
pemerintahan, tenaga profesional
untuk melatih masyarakat, gagasan
dan ide untuk program pemerintah
kedepan

Bag. Pemerintahan, 
inspektorat, bappeda

3 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun

1 1 2 2 13 15 Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan &
KB, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
RSUD

Karya 1 
(Pintar)

Pendidikan dan Pelatihan untuk ASN,
karir ASN, Beasiswa Ikatan Dinas,
Beasiswa Tenaga Kependidikan,
Pelayanan Kesehatan Terpadu,
Memberikan Bantuan Laptop, Outdor
Learning Center

BKD, Dinas Pendidikan, 
Dinas Kesehatan dan

KB

4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

2 4 5 10 35 36 Dinas tenaga kerja, dinas PMPTSPKUM,
Dinas BUDPARPORA, Bagian Adm
Perekokesra, Dinas Perdagangan,
Dinas Sosial, PP & PA, Dinas Pertanian &
KP, Badan Kesbangpol, Satpol PP,
Kecamatan

Karya 4 
(Peduli)

bis wisata, kota sejuta bunga,
kepedulian olahraga, seni budaya
mingguan, sarpras ibadah, pesilat
untuk keamanan lingkungan,
penghapusan retribusi PKL, lapangan
kerja sektor informal, penghapusan
retribusi parkir untuk pasar,
pengembangan SDM untuk UKM,
madiun display, subsidi pupuk, subsidi
listrik dan air, bantuan pemakaman,
peningkatan kepedulian pada lansia
dan kaum marjinal

Dinas Perhubungan, 
Dinas Perumahan, 

Dinas Budparpora, Bag. 
Perekokesra, Satpol PP, 

Bapenda, Dinas
Tenaga Kerja, Dinas
Perdagangan, Dinas
PTSP, Dinas Pertanian, 

Dinas Sosial, dinas capil

TOTAL 5 7 12 24 104 109



Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024

No. Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria (poin)

Jumlah
1 2 3 4 5 6

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) 20 7 20 10 7 10 74

2. Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat
Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat 20 10 20 10 15 15 90

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 20 10 20 10 10 15 85

4. Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang
Pendidikan 20 10 20 10 15 25 100

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 20 10 20 10 15 25 100

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kota 15 7 20 10 10 20 82

7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota 15 10 15 6 10 20 76

8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik 20 10 15 10 15 25 95

9. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah 10 10 15 10 7 15 67

10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif 10 10 15 10 7 15 67

11. Percepatan Pengembangan Agroindustri 15 7 20 10 10 20 82

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kota Madiun dari berbagai

aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta

isu strategis Kota Madiun. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting

bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 karena dari tahap ini akan

diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala

Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke

depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan

sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kota Madiun sesuai dengan

urutan pembobotannya yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

3. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;

4. Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur

Bagian Barat;

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Percepatan Pengembangan Agroindustri;

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota;

8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Kota;

9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);

10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif;

11. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.



Berikut penjelasan terkait isu strategis yang telah dirumuskan :

4.2.1 Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan sumber

daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan daerah terus

berkembang seperti Kota Madiun yang sangat membutuhkan tenaga

berkualitas untuk memajukan daerah. Pendidikan dilaksanakan selama kita

menghirup nafas kehidupan, sehingga secara tidak langsung pendidikan

adalah urat nadi dalam menghadapi zaman yang sudah maju dan

berteknologi seperti sekarang ini. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga semua sektor

masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat, yayasan, organisasi

keagamaan, maupun badan usaha lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu

wilayah. Pada RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi

kesenjangan antar wilayah dan memperluas pembangunan maka dapat

dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu

cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan

merata meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas

tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan

pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan

kebutuhan pasar tenaga kerja.

4.2.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan

suatu daerah adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada

kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang

baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat

dapat semakin produktif. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan

melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata

kelola antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas

tenaga medis dan paramedis, serta perbaikan sistem pelayanan dengan

memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh

masyarakat Kota Madiun termasuk masyarakat miskin dan kelompok

masyarakat berkebutuhan khusus.



4.2.3 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan konsep pada

otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat

dan bersih. Konsep ini diimplementasikan dengan lebih mengedepankan

prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Terselenggaranya good governance merupakan

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi

dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan

pemerintahan  dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab.

4.2.4 Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa
Timur Bagian Barat

Sesuai dengan visi dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, visi

yang telah ditetapkan adalah “Terwujudnya Kota Madiun sebagai Pusat

Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera”.  Dalam

RTRW Provinsi Jawa Timur juga telah disebutkan bahwa Kota Madiun

merupakan Pusat Satuan Wilayah Pengembangan Jawa Timur bagian Barat.

Dengan wilayah yang relatif kecil, arah pembangunan pada RPJMD Kota

Madiun Tahun 2019-2024 yang juga sekaligus tahap terakhir RPJPD,

diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang terfokus pada kegiatan jasa,

perdagangan,  dan industri sesuai dengan keunggulan yang dimiliki Kota

Madiun dibandingkan dengan wilayah sekitar. Sebagai pusat wilayah

pengembangan, Kota Madiun diharapkan pada tahun 2025 menjadi pusat

perdagangan, agroindustri, pendidikan, jasa, dan perputaran uang di bagian

barat Provinsi Jawa Timur.

4.2.5 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok

pembangunan tidak hanya , tetapi juga masalah nasional maupun

internasional. Kondisi kemiskinan dan   relatif rendah dibandingkan angka

nasional. Namun yang perlu dilihat adalah bahwa tingkat kemiskinan

mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2016. Pada tahun 2015,

persentase penduduk miskin  adalah sebesar 4,89% dan meningkat menjadi

sebesar 5,16% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kondisi



perekonomian nasional maupun global yang sedang lesu, di samping itu,

kenaikan garis kemiskinan juga berdampak pada perubahan kategori

penduduk rentan miskin menjadi kategori penduduk miskin sehingga

penduduk yang dikategorikan miskin bertambah.

Di sisi yang lain, upaya koordinasi kebijakan penanggulangan

kemiskinan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus

dioptimalkan. Hal ini sedemikian karena telah dipahami bahwa permasalahan

utama yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan

kemiskinan adalah:

1. Pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan cenderung

seragam dan menyederhanakan permasalahan dan karakteristik

kemiskinan;

2. Rendahnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kemiskinan;

3. Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan

masyarakat miskin secara aktif dalam upaya penanggulangan

kemiskinan;

4. Penanggulangan kemiskinan  dianggap sebagai tanggung jawab

pemerintah. Dalam beberapa kasus, pandangan seperti itu menyebabkan

masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan;

5. Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan lintas

bidang pembangunan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah

ditengarai  bersifat sektoral dan belum komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peningkatan peran Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang ada di kota harus

semakin lebih dioptimalkan. TKPKD Kota Madiun harus meningkatkan

perannya dalam sinergisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota

maupun sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.

4.2.6 Percepatan Pengembangan Agroindustri
Fungsi Kota Madiun sebagai Pusat Wilayah Pengembangan di bagian

Barat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pusat kawasan agroindustri.

Dengan wilayah yang relatif kecil, Kota Madiun dapat berperan menjadi pusat

Kawasan agroindustri dengan mengambil bahan baku produk olahan yang

berasal dari wiilayah eks Karesidenan Madiun seperti Kabupaten Madiun,

Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Pacitan yang ekonominya berbasis

sektor pertanian. Jika sektor agroindustri dapat dikelola dengan baik melalui

dukungan: perbaikan dan penambahan infrastruktur baik fisik maupun



ekonomi; peningkatan kapasitas SDM; dukungan kelembagaan dan kebijakan,

maka akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer,

industri olahannya maupun jasa-jasa terkait. Peningkatan pendapatan pelaku

usaha sektor-sektor terkait dapat dipastikan akan berdampak pada

pengurangan status kemiskinan masyarakat. Pengembangan industri berbasis

agro hulu-hilir juga sangat potensial untuk menampung lebih banyak tenaga

kerja.

4.2.7 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota

dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip revitalisasi dalam bentuk

perbaikan maupun pembangunan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan

menerapkan kebijakan berikut:

 Pengembangan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman kumuh dituangkan dalam peraturan di daerah;

 Penyediaan rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

melalui fasilitasi pengembangan perumahan;

 Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sanitasi rumah tangga

bagi masyarakat kurang mampu;

 Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

lingkungan permukiman berbasis partisipasi masyarakat;

 Peningkatan kualitas PSU maupun rumah tinggal MBR dengan

melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR)/stakeholder dalam

rangka pengembangan kerjasama antara CSR/stakeholder dalam bentuk

kegiatan berbasis partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan

kepedulian masyarakat pada lingkungannya;

 Mengembangkan lingkungan permukiman tidak hanya sebagai kawasan

hunian tetapi juga sebagai kawasan ekonomi/swasta.

4.2.8 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kota

Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH meliputi aspek peningkatan

luasan serta penataan RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH

diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan

kota serta diprioritaskan pada peningkatan kualitas RTH. Peningkatan

kualitas dan kuantitas RTH dapat terlaksana dengan baik apabila

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW. Dalam peningkatan

kualitas dan kuantitas RTH ini, diperlukan penguatan kelembagaan,



peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana

dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan

hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal. Untuk itu,

diperlukan sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan

lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan

ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak

sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Sebagai wilayah perkotaan, alih

fungsi lahan  cukup tinggi mengingat keterbatasan lahan dan permintaan

lahan yang tinggi. Sehingga amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, terkait dengan Ruang Terbuka Hijau belum

terpenuhi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas

kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan

mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan

pengembangan kawasan. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan

komitmen dalam penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara

pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang

didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. Kebijakan yang

dapat dijalankan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas RTH adalah

sebagai berikut:

 Pengembangan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan RTH, makam

dan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui peraturan di daerah;

 Optimalisasi tanah aset untuk pengembangan RTH, makam dan PJU;

 Pengembangan sumber-sumber dana alternatif untuk pengembangan

RTH, Makam dan PJU diantaranya melalui CSR;

 Pengembangan kerjasama pemanfaatan tanah swasta/non Pemerintah

Daerah untuk pengembangan RTH;

 Pengembangan kerjasama dengan swasta/non Pemerintah Daerah untuk

pengembangan PJU;

 Pemanfaatan teknologi hemat energi, ramah lingkungan dan murah

untuk PJU;

 Penyediaan tanah makam untuk setiap perumahan.

4.2.9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals)

Seiring dengan berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) pada

tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional



pasca 2015 telah dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan

pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) yang

berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah

terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada

semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan

tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas

nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan

intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) mengajukan 17 tujuan spesifik  dengan 169 target yang

saling berkaitan.

Negara-negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang

disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk

proses antar pemerintah pasca 2015. 17 tujuan spesifik tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Menghapus  kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi,

dan memajukan pertanian berkelanjutan;

3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua

orang di semua usia;

4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta

mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan

anak perempuan;

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang

berkelanjutan bagi semua;

7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan,

berkelanjutan dan modern bagi semua;

8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif,

kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak

bagi semua;

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi

yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;

10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara;

11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman,

tangguh dan berkelanjutan;

12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;



13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan

dampak-dampaknya;

14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan

samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang

berkelanjutan;

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan

ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi

desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta

menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi

semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di

semua tingkatan;

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan  global

untuk pembangunan berkelanjutan;

Pelaksanaan pencapaian SDGs yang selanjutnya disebut dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tidak hanya menjadi masalah dunia tetapi

juga menjadi komitmen Indonesia  untuk melaksanakan agenda tersebut

untuk menjadi negara maju. Tidak hanya di level nasional, pemerintah daerah

diamanahkan untuk menyusun RAD TPB/SDGs paling lama 12 bulan setelah

Perpres tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini ditetapkan. TPB

sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Perpres tersebut  bertujuan

untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,

menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas

kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Demikian halnya dengan Kota Madiun, Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) dipandang sangat relevan dalam memandu gerak langkah

pembangunan daerah sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat

secara berkelanjutan dengan tetap menjaga harmonisasi kehidupan

masyarakat . 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutnya

dapat disinkronkan ke dalam bagian permasalahan pembangunan dan isu

strategis, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan, dan

indikator kinerja daerah. Secara teknis indikator-indikator SDGs bisa diadopsi



sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada

urusan kewenangan yang terkait secara langsung diantaranya adalah:

 urusan pendidikan,

 kesehatan,

 sosial,

 lingkungan hidup,

 pekerjaan umum dan penataan ruang,

 perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

 perhubungan,

 pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak,

 pertanian, kelautan dan perikanan, dan

 fungsi urusan penunjang pemerintahan.

4.2.10 Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif
Sesuai dengan amanat dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025,

faktor yang akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian pembangunan

adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penguatan

pola pembangunan partisipatif setidaknya diperlukan karena beberapa

alasan. Pertama adalah pembangunan partisipatif akan memberdayakan

masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peran mereka pada

proses pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat

diwujudkan dalam proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaaan

Pembangunan baik pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Selain itu,

peran masyarakat juga dapat diwujudkan melalui perawatan sarana dan

prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga terjadi

keberlanjutan program pembangunan. Kedua adalah peningkatan kualitas

usulan-usulan dalam program dan kegiatan pembangunan, dan  ketiga

adalah peningkatan kualitas masukan terhadap evaluasi dan pelaksanaan

pembangunan.

4.2.11 Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah berperan penting dalam pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik dasar dan

pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan kapasitas keuangan yang

tinggi, maka pemerintah daerah dapat dengan leluasa untuk mengalokasikan

anggaran pada belanja yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pada tahun 2017, persentase PAD terhadap pendapatan daerah

Kota Madiun terus mengalami peningkatan selama periode 2013-2017. Hal



yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah penurunan

ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer

pemerintah pusat yang mencapai 66,73% pada tahun 2017. Peningkatan

kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi PAD

melalui (1) intensifikasi (peningkatan kinerja aset daerah dan peningkatan

sumber-sumber PAD yang ada melalui pengawasan menyeluruh pada objek-

objek penghasil) dan (2) ekstensfikasi melalui perluasan objek pajak dan

retribusi daerah.



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi
Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi,

adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future)

pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima)

tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-

2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (desired
future) pada periode 2019–2024 adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi

sebagai berikut:

1. Bersih mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang

terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang

didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.

2. Berwibawa mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke

depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan

informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati

dalam mendorong peningkatan kinerja.

3. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu

melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak,

sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi

oleh rasa takut.

5.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu

memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu

menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis,

rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan

tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi

daerah.



Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang

akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024,

maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah

sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);

2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;

4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat

kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam PANCA
KARYA yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu:

PENDEKAR.Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi:

PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang
KHARISMATIK.

Panca Karya untuk Mewujudkan Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”
PANCA KARYA katerkaitan MISI

KARYA 1: Madiun
Kota PINTAR

1. Mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance)

KARYA 2: Madiun
Kota MELAYANI

2. Mewujudkan
pembangunanyang
berwawasan lingkungan

KARYA 3: Madiun
Kota
MEMBANGUN

3. Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat Kota
Madiun

KARYA 4: Madiun
Kota PEDULI

4. Mewujudkan kemandirian
ekonomi dan memeratakan
tingkat kesejahteraan
masyarakat Kota Madiun

KARYA 5: Madiun
Kota TERBUKA



Keterkaitan Visi dan Misi DaerahKota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024:
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat

Sejahtera”
Pokok-Pokok Visi MISI
Bersih Berwibawa Misi ke- 1:Mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance)

Misi ke- 2:Mewujudkan pembangunan yang berwawasan
lingkungan

Sejahtera Misi ke- 3:Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Kota Madiun

Misi ke- 4:Mewujudkan kemandirian ekonomi dan
memeratakan tingkat kesejahteraan
masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

merupakan jawaban dari isu strategis Kota Madiun dalam periode 2019-2024.

Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun

peluang di masa mendatang.Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi

daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang

signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah

selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran

tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada

tabel berikut:

Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024

No. Misi Isu Strategis
1. Mewujudkan pemerintahan

yang baik (good governance)
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
yang Baik
Peningkatan Kemampuan Keuangan
Daerah
Penguatan Pola Pembangunan
Partisipatif

2. Mewujudkan Pembangunan
yang Berwawasan
Lingkungan

Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
RTH serta Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kota



No. Misi Isu Strategis
3. Meningkatkan kualitas

hidup masyarakat Kota
Madiun

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals)
Peningkatan Kualitas Sekolah pada
Semua Jenjang Pendidikan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4. Mewujudkan kemandirian
ekonomi dan memeratakan
tingkat kesejahteraan
masyarakat Kota Madiun

Pengembangan Kota Madiun sebagai
Pusat Pengembangan Jawa Timur
Bagian Barat
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Percepatan Pengembangan Agro Industri

5.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan

tujuan dan sasaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota

Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan

dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-

pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan

pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama
Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun

2019-2024 adalah: Mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance).Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan

3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan1 : Peningkatan kualitas Pemerintahan yang Baik

Sasaran1.1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah

Sasaran1.2 : Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran1.3 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku

Kepentingan



5.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun

2019-2024 adalah: Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan

Lingkungan. Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2

(dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas Infrastruktur Kota yang Berwawasan

Lingkungan

Sasaran1.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, prasarana transportasi

serta Permukiman

Sasaran1.2 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun

2019-2024 adalah: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran

pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun yang

lebih baik

Sasaran1.1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun

Sasaran1.2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun

5.3.5 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun

tahun 2019-2024 adalah: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan

memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.Dalam

pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran

pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran1.1 : Meningkatnya kualitas Iklim Investasi yang Kondusif, dan

meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja



Sasaran1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Sasaran1.3 : Meningkatnya stabilitas Ketersediaan Pangan dan

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 2 : Peningkatan Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis

dan Kondusif

Sasaran2.1 : Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang

Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi

Sasaran2.2 : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
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Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

No Misi Tujuan Sasaran Indikator
Kondisi

Awal
2018

Target Capaian Kondisi
Akhir2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 MISI 1:

Mewujudkan
Pemerintahan
yang Baik
(Good
Governance)

Tujuan 1.
Peningkatan
kualitas
Pemerintahan
yang Baik

Indeks Reformasi
Birokrasi B B B BB BB A A

Sasaran 1.1. Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintah

Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan

3,3056
Sangat
tinggi

3,1000
(sangat
tinggi)

3,1100
(sangat
tinggi)

3,1200
(sangat
tinggi)

3,1250
(sangat
tinggi)

3,1250
(sangat
tinggi)

3,1250
(sangat
tinggi)

IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat)

82,85
(baik) 83 (baik) 84 (baik) 85 (baik) 86 (baik) 87 (baik) 87 (baik)

Indeks Sistem
Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE)

3,16
(baik)

3,16
(baik)

3,36
(baik)

3,56
(baik)

3,76
(baik)

3,96
(baik) 3,96 (baik)

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah

B (63,5) BB
(70,01) BB (73) BB (76) BB (79) A (80,01) A (80,01)

Sasaran 1.2.
Meningkatnya kualitas
Pengelolaan Keuangan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Sasaran 1.3. Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan

Persentase Kelurahan
yang mendapatkan
klasifikasi Swasembada

3,7 % (1
kelurahan)

14,81% (4
kelurahan)

29,63% (8
kelurahan)

44,44% (12
kelurahan)

59,25% (16
kelurahan)

62,96% (17
kelurahan)

62,96% (17
kelurahan)

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) 83,02 83,25 83,7 84,02 84,25 84,56 84,56

2 MISI 2:
Mewujudkan
Pembangunan
yang
berwawasan
lingkungan

Tujuan 1.
Peningkatan
kualitas
Infrastruktur
Kota yang
Berwawasan
Lingkungan

Liveable City (Indeks
Kenyaman Kota) - 80,73 81,45 82,15 82,81 83,42 83,42

Sasaran 2.1. Meningkatnya
Kualitas Infrastruktur,
prasarana transportasi serta
Permukiman

Indeks Sarana-
Prasarana Pemukiman 82,23 86,62 88,62 90,42 92,21 94,00 94,00

Kinerja Ruas Jalan 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,40

Indeks Infrastruktur 96,03 96 96,20 96,50 96,75 97 97
Sasaran 2.2: Meningkatnya
Kualitas Penataan Ruang dan

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup 64,22 65,04 65,44 65,83 66,10 66,10 66,10
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Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

No Misi Tujuan Sasaran Indikator
Kondisi

Awal
2018

Target Capaian Kondisi
Akhir2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase Ruang yang

dimanfaatkan RTRW 100 100 100 100 100 100 100

3 MISI 3:
Meningkatkan
kualitas hidup
Masyarakat
Kota Madiun

Tujuan 1.
Peningkatan
kualitas hidup
Masyarakat
Kota Madiun
yang lebih
baik

IPM (Indeks
Pembangunan
Manusia)

80,33 80,51 80,63 80,76 80,88 80,98 80,98

Sasaran 1.1. Meningkatnya
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Kota Madiun

Indeks Kesehatan 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Sasaran 1.2.Meningkatnya
Kualitas Pendidikan Masyarakat
Kota Madiun

Indeks Pengetahuan 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

4 MISI 4:
Mewujudkan
Kemandirian
Ekonomi dan
Memeratakan
Tingkat
Kesejahteraan
Masyarakat
Kota Madiun

Tujuan 1.
Peningkatan
kualitas
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Pemerataan
Kesejahteraan
Masyarakat

Laju Pertumbuhan
PDRB 5,96 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,05

PDRB Perkapita (Juta
Rupiah) 68,9 76,53 79,78 82,71 85,34 87,41 87,41

Angka Kemiskinan 4,49 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43 4,43
Sasaran 1.1. Meningkatnya
kualitas Iklim Investasi yang
Kondusif, dan meningkatnya
Penyerapan Tenaga Kerja

ICOR 2,61 2,55 2,50 2,45 2,40 2,30 2,30

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) 3,85 3,8 3,75 3,63 3,5 3,45 3,45

Sasaran 1.2.Meningkatnya
Pertumbuhan Sektor Unggulan
Daerah

Pertumbuhan Sektor
Perdagangan 5,82 5,91 6,01 6,12 6,23 6,23 6,23

Pertumbuhan Sektor
Pengolahan 7,30 7,30 7,35 7,40 7,41 7,41

Pertumbuhan Sektor
Pariwisata 8,60 8,70 8,80 8,90 9 9 9

Sasaran 1.3.Meningkatnya
stabilitas Ketersediaan Pangan
dan Pemerataan Kesejahteraan
Masyarakat

Rasio Ketersediaan
Pangan Utama dan
konsumsi pangan

1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07

Indeks Gini 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34
Tujuan 2. Indeks Ketentraman 75 78 80 83 85 85
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Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

No Misi Tujuan Sasaran Indikator
Kondisi

Awal
2018

Target Capaian Kondisi
Akhir2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan
Stabilitas
Kehidupan
Masyarakat
yang Dinamis
dan Kondusif

Sasaran 2.1. Meningkatnya
Kerukunan Kehidupan
Masyarakat yang Berbudaya
dan Pemuda yang Berprestasi

Indeks Kerukunan 2,77
(tinggi)

2,89
(tinggi)

3,01
(tinggi)

3,25
(tinggi)

3,30
(sangat
tinggi)

3,30
(sangat
tinggi)

Prestasi Pemuda dan
Olahraga ditingkat
regional dan nasional

33 33 33 34 35 36 36

Sasaran 2.2.Meningkatnya
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan

Indeks Rasa Aman 76 79 81 83 85 85



STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi

isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap

sebagai penjabaran strategi.

6.1. Strategi Pembangunan Kota Madiun

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah untuk setiap

misi adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembanguan Kota Madiun

Visi Kota Madiun 2019-2024:
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
TUJUAN SASARAN STRATEGI

Peningkatan
kualitas
Pemerintahan
yang Baik

Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintah

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik (Good Governance) untuk peningkatan
kinerja birokrasi melalui peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah serta
pelaporan kinerja penyelenggaraan
pemerintahandaerah dengan pengintegrasian
pada sistem akuntabilitas kinerja yang
berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah
(SIDA) pada seluruh pelayanan publik
perangkat daerah.

Meningkatkankualitas penyelenggaraan tata
kelola pemerintah melalui pengintegrasian
sistem yang berbasis E-government, E-
planning, E-budgeting, E-Contract dan E-
Monev.
Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi
teknologi informasi dan komunikasi dalam
tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi
efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan
meningkatkan kesejahteraan warga (Smart
City) di Kota Madiun
Optimalisasi Program satu RT satu free wifi
untuk peningkatan pembelajaran online dan
pengembangan ekonomi masyarakat berbasis
internet.



Visi Kota Madiun 2019-2024:
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
kebijakan keterbukaan informasi publik
melalui pengintegrasiannya dalam Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meningkatnya
kualitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas
pengelolaan keuangan Daerah melalui
pembinaan maturitas penerapan sistem
pengendalian internal Pemerintah, penguatan
prosedur standar pengelolaan keuangan serta
peningkatan komitmen seluruh jajaran di
Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat dan
Pemangku
Kepentingan

Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan
partisipasi masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam pembangunan Kota
Madiun melalui pengembangan ide atau
gagasan inovatif masyarakat untuk
peningkatan ekonomi masyarakat Kota
Madiun.

Misi ke 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
TUJUAN SASARAN STRATEGI

Peningkatan
kualitas
Infrastruktur
Kota yang
Berwawasan
Lingkungan

Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur,
prasarana
transportasi
serta
Permukiman

Meningkatkan Indeks Daya Saing
Infrastruktur melalui penguatan koordinasi
dan sinergi vertikal dan horizontal dan
penguatan kualitas koordinasi, pembinaan
dan pengawasan, yang meliputi jalan dan
jembatan; air minum; penyehatan lingkungan
perumahan; dan aksesibilitas masyarakat
terhadap perumahan dan permukiman.
Menurunkan disparitas wilayah lingkup Kota
Madiun yang sinergis dengan  kebijakan
pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur
melalui penguatan prioritas pembangunan
infrastruktur.

Meningkatnya
Kualitas
Penataan Ruang
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup

Meningkatkan kualitas penataan ruang dan
pengelolaan lingkungan hidup melalui
penguatan kualitas koordinasi, pembinaan
dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan
ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
secara berkesinambungan dan melalui
optimalisasi RTH dan peningkatan peran
seluruh stakeholder dalam meningkatkan
keasrian lingkungan.

Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
TUJUAN SASARAN STRATEGI

Peningkatan
kualitas hidup
Masyarakat
Kota Madiun
yang lebih baik

Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Kota Madiun

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
melalui peningkatan pembudayaan paradigma
sehat di masyarakat serta peningkatan
keberdayaan masyarakat dalam upaya
peningkatan kesehatannya.
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Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan
dan pengawasan, kemitraan dan sinergi para
pihak terkait untuk mewujudkan Madiun Kota
Sehat.
Peningkatan akses serta kualitas pelayanan
kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.

Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan
Masyarakat
Kota Madiun

Meningkatkan kualitas pendidikan melalui
peningkatan aksesibilitas, kualitas
manajemen sekolah, sertakualitas proses
pembelajaran untuk memenuhi target SPM
bidang pendidikan.
Meningkatkan Harapan Lama Sekolah
masyarakat Kota Madiun melalui peningkatan
kualitas koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi.
Meningkatkan kapasitas ASN aparatur
melalui optimalisasi pendidikan dan
pelatihan, beasiswa khusus serta
mempercepat dan mempermudah
pengembangan karir ASN.

Misi ke 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat
kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

TUJUAN SASARAN STRATEGI
Peningkatan
kualitas
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Pemerataan
Kesejahteraan
Masyarakat.

Meningkatnya
kualitas Iklim
Investasi yang
Kondusif, dan
meningkatnya
Penyerapan
Tenaga Kerja

Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota
Madiun melalui peningkatankualitas
koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan
sinergi para pihak dalam meningkatkan iklim
investasi.
Meningkatkan penciptaan lapangan kerja
sektor formal dan non formal melalui
penyesuaian kompetensi tenaga kerja sesuai
dengan karakteristik Kota Madiun dalam
konteks wilayah Provinsi Jawa Timur.
Mengembangkan ekonomi kreatif yang
disinergikan dengan penyelenggaraan Seni
Budaya Mingguan.

Mengoptimalkan bantuan modal dan
pengembangan SDM UKM Kota Madiun.
Mengembangkan sektor perdagangan melalui
optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata
gratis keliling Kota Madiun.
Mengembangkan pemasaran produk unggulan
lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun
melalui pengembangan Madiun Display.

Meningkatnya
Pertumbuhan
Sektor Unggulan
Daerah

Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai
pusat perdagangan dan jasa melalui
peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan
dan pengawasan serta sinergi para pihak
terkait pengembangan sektor unggulan
daerah.
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Meningkatnya
stabilitas
Ketersediaan
Pangan dan
Pemerataan
Kesejahteraan
Masyarakat

Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi
para pihak dalam penyediaan pangan dan
pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi subsidi pupuk bagi petani
kurang mampu dan potensial serta subsidi
listrik dan air bersih bagi pengembangan
ekonomi masyarakat.
Meningkatkan dan Mengoptimalkan Program
dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan
Stabilitas
Kehidupan
Masyarakat
yang Dinamis
dan Kondusif.

Meningkatnya
Kerukunan
Kehidupan
Masyarakat
yang Berbudaya
dan Pemuda
yang Berprestasi

Meningkatkan peran masyarakat melalui
peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi
para pihak untuk penguatan peran
masyarakat dalam membangun Kerukunan
Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan
Pemuda yang Berprestasi.

Meningkatnya
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Meningkatkan keberdayaan masyarakat
dalam pengembangan aspek keamanan dan
kenyamanan lingkungan melalui peningkatan
koordinasi dan sinergi para pihak.

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN
Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, Arah

Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Kota

Madiun periode 2019-2024 adalah sebagai berikut.

6.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2019
Tahun 2019 adalah fase konsolidasi untuk implementasi PANCA

KARYA dalam mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju
Masyarakat Sejahtera. Pada tahap ini Program 100 Hari dari Kepala Daerah

terpilih diselaraskan dengan Program Pembangunan Daerah untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah periode sebelumnya.

6.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2020
Pada Tahun 2020 ini fokus pada PANCA KARYA harus sudah

dimunculkan dalam Tema “Penguatan Kapasitas Pemberdayaan
Masyarakat untuk Percepatan Pertumbuhan Yang Berkualitas”.  Karena itu

hasil penjabaran tiap misi Kepala Daerah terpilih dijadikan sebagai dasar

untuk meningkatkan fokus dan lokus dari PANCA KARYA.



6.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2021
Pada Tahun 2021 ini fokus arah kebijakan PANCA KARYA adalah pada

“Penguatan Good Governance untuk Meningkatkan Kemandirian dan
Pemerataan Hasil Pembangunan”. Aspek good governance ditonjolkan untuk

memastikan adanya kemandirian ekonomi dan pemerataan hasil

pembangunan. Pada Tahun 2021 ini, kinerja pencapaianPANCA KARYA di

tahun sebelumnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.2.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2022
Pada Tahun 2022 ini fokus arah kebijakan PANCA KARYA adalah

“Melanjutkan Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Hasil Pembangunan”. Pada

tahun 2022 ini, review menyeluruh perlu dilakukan untuk menilai pencapaian

target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk

peningkatan kinerja Kebijakan PANCA KARYA untuk mewujudkan Visi Kota

Madiun periode 2019-2024.

6.2.5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2023
Pada Tahun 2023 ini adalah tahap “Melanjutkan Pemantapan PANCA

KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan
Hasil Pembangunan”.Pada tahun 2023 ini, fokus kebijakan adalah untuk

menyelesaikan sisa target kinerja yang pencapaiannya masih belum optimal.

6.2.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2024
Pada Tahun 2024 ini adalah fase “Konsolidasi Transisi Kebijakan

PANCA KARYA untuk keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Kota Madiun”.Hasil dari Kebijakan PANCA KARYA dikonsolidasi

sebagai pondasi pembangunan periode berikutnya.
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Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun
ARAH KEBIJAKAN

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Konsolidasi implementasi
PANCA KARYA untuk

mewujudkan
Pemerintahan Bersih
Berwibawa Menuju

Masyarakat Sejahtera

Penguatan kapasitas
pemberdayaan

masyarakat untuk
percepatan

pertumbuhan yang
berkualitas

Penguatan Good
Governance untuk

Meningkatkan
Kemandirian dan
Pemerataan Hasil

Pembangunan

Pemantapan PANCA
KARYA untuk
Peningkatan

Kesejahteraan
Masyarakat

Melanjutkan
Pemantapan PANCA

KARYA untuk
Peningkatan

Kesejahteraan
Masyarakat dan

Pemerataan Hasil
Pembangunan

Konsolidasi
Transisi Kebijakan

PANCA KARYA
untuk

keberlanjutan
Peningkatan

Kesejahteraan
Masyarakat

PENJELASAN ARAH KEBIJAKAN

Pada tahun 2019 ini,
fokus dari kebijakan
adalah pembangunan

dasar-dasar untuk
pencapaian Visi Daerah

dalam tiap
MisiPembangunan Daerah

Pada tahun 2020 ini,
hasil penjabaran tiap

misi dijadikan
sebagai dasar untuk
meningkatkan fokus

dan lokus dari PANCA
KARYA.

Pada tahun 2021
ini, kinerja
pencapaian

PANCA KARYA di
tahun

sebelumnya
untuk percepatan

peningkatan
kesejahteraan
masyarakat

Pada tahun 2022
ini, review

menyeluruh perlu
dilakukan untuk

menilai pencapaian
target kinerja

RPJMD.

Pada tahun 2023 ini,
fokus kebijakan
adalah untuk

menyelesaikan sisa
target kinerja yang

pencapaiannya
masih belum

optimal.

Tahun 2024 ini ini
adalah konsolidasi

dan transisi
kebijakan PANCA
KARYA sebagai

pondasi
pembangunan
pembangunan

periode berikutnya.
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6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MADIUN

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan

untuk mencapai sasaran RPJMD, mengingat besarnya permasalahan dan

keterbatasan APBD Kota Madiun maka diperlukan dukungan sumber dana

lainnya baik dari APBN, APBD Provinsi, CSR/ PKBL, Lembaga donor

maupun swadaya masyarakat, pembiayaan dengan skema tanggung jawab

sosial dan lingkungan dunia usaha (TSLDU).

Salah satu pembiayaan berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang perseroan terbatas, yang terus digali pemerintah daerah

adalah pembiayaan corporate social responsibility (CSR) yang bertujuan

untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

dunia usaha, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan kinerja BUMD juga merupakan salah satu cara menggali

sumber pendapatan asli daerah, bersumber dari Modal Pemerintah Daerah

peran BUMD untuk mengembangkan investasi Daerah, memanfaatkan

potensi Daerah dan menangkap peluang usaha yang berasal dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna mendukung

pembangunan daerah dan akses permodalan bagi KUMKM.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah ditunjukan pada tabel berikut.
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Program Pembangunan daerah yang disertai Pagu Indikatif

KODE

MISI

INDIKATOR
KINERJA

Kondisi
Kinerja
Awal

RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TUJUAN
TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5

KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDSASARAN

PROGRAM K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)

TerwujudnyaPemerinta
han yang Baik

Indeks reformasi
birokrasi

B B 94.406.491.484 B
99.126.816.058

BB
104.083.156.86
1

BB
109.287.314.70
4

A
114.751.680.43
9

A
521.655.459.547

Inspektorat

Meingkatnya Tata
Kelola Pemerintah

Nilai evaluasi
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Sangat
Tinggi
3,3056

Sangat
Tinggi
3,1000

77.860.950.924 Sangat
Tinggi
3,1100

81.753.998.470 Sangat
Tinggi
3,1200

85.841.698.394
Sangat
Tinggi
3,1250

90.133.783.313
Sangat
Tinggi
3,1250

94.640.472.479
Sangat
Tinggi
3.1250

430.230.903.580
Sekretariat

Daerah

Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)

82,85
(baik)

83 (baik) 84
(baik)

85
(baik)

86
(baik)

87
(baik)

87 (baik) Sekretariat
Daerah

Indeks
SistemPemerinta
han Berbasis
Elektronik (SPBE)

3,16 (baik) 3,16
(baik)

3,36
(baik)

3,56
(baik)

3,76
(baik)

3,96
(baik)

3,96
(baik)

Dinas
Komunikasi

dan
Informatika

Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah

B BB
(70,01)

BB (73) BB (76) BB (79) A
(80,01)

A (80,01) Sekretariat
Daerah

2 2
0
6

20
60
1

1
5

Program
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan

Persentase
Penerbitan
Dokumen
Kependudukan

81,03 82 349.538.520 84 391.005.000 86 430.105.000 87,7 473.116.000 89,5 500.000.000 89,50 1.931.420.969 Dinas
Kependuduka

n dan
Pencatatan

Sipil
2 2

0
6

20
60
1

1
6

Program
Penataan dan
Pelayanan
Administrasi
Pencatatan
Sipil

Persentase
Penerbitan
Dokumen Akta
Pencatatan Sipil

99,50 92 1.653.252.440 94 1.822.693.000 96 1.929.962.000 98 2.046.959.000 98,50 2.200.480.000 98,50 9.135.263.347

2 2
0
6

20
60
1

1
7

Program
Pengelolaan
Data
Kependudukan
dan Inovasi
Pelayanan

Persentase
Uptime Database
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

99 98 460.983.530 99,10 502.814.000 99,20 553.096.000 99,40 608.405.000 99,60 650.000.000 99,60 2.547.224.999

2 2
1
0

21
00
1

1
6

Program
Pengelolaan
Aplikasi
Informatika

Persentase
pelayanan publik
yang sudah
terintegrasi

25 35 22.950.000.000 45 6.000.000.000 55 6.300.000.000 65 7.000.000.000 75 7.350.000.000 75 126.813.237.188 Dinas
Komunikasi

dan
Informatika
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 2

1
5

21
00
1

1
5

Program
Penyelenggara
an
Pengamanan
Informasi
Pemerintah
Daerah

Persentase PD
yang
mengimplementa
sikan keamanan
informasi

8,8 25 400.000.000 40 250.000.000 55 300.000.000 70 350.000.000 85 350.000.000 85 2.210.252.500

4 4
0
1

40
10
10
2

1
6

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah

Persentase
Pelayanan
Kedinasan
Pimpinan

100 100 3.365.211.920 100 3.525.000.000 100 3.600.000.000 100 3.675.000.000 100 3.766.875.000 100 18.594.920.148 Sekretariat
Daerah

4 4
0
1

40
10
10
4

2
0

Program
Penataan
Daerah
Otonomi Baru

Jumlah Dokumen
Pertanggungjawa
ban Kepala daerah
yang tepat syarat

6
dokumen

6
dokume

n

2.019.150.000 6
dokume

n

1.502.455.000 6
dokume

n

1.532.504.000 6
dokume

n

1.685.754.000 6
dokume

n

1.753.184.000 33
dokume

n

11.157.078.338

4 4
0
1

40
10
10
4

2
1

Program
Peningkatan
Kerjasama
antar
Pemerintah
Daerah

Jumlah Perjanjian
Kerjasama

5
kerjasama

5
kerjasa
ma

402.425.000 5 kerja
sama

402.425.000 5 kerja
sama

402.425.000 5 kerja
sama

402.425.000 5 kerja
sama

418.522.000 25
kerjasam
a

2.223.652.156

4 4
0
1

40
10
10
5

2
2

Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

Persentase
Produk Hukum
yang berkualitas

100 100 904.174.104 100 994.591.000 100 1.094.050.000 100 1.203.455.000 100 1.263.627.000 100 4.996.132.685

4 4
0
1

40
10
10
6

2
4

Program
Peningkatan
Ketatalaksanaa
n Perangkat
Daerah dan
Pelayanan
Publik

Nilai Kinerja
Penyelenggara
Pelayanan Publik

2,4 (cukup
dengan

catatan)

2,55
(cukup)

799.058.000 2,7
(cukup)

735.000.000 2,85
(cukup)

771.750.000 3 (baik
dengan
catatan)

810.337.000 3,15
(baik)

842.751.000 3,15
(baik)

4.415.299.855

4 4
0
2

40
20
1

1
5

Program
Layanan
Perundang-
Undangan,
Dokumentasi
dan Rapat

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
DPRD terhadap
layanan
Perundang-
Undangan,
Dokumentasi dan
Rapat

81 80 18.390.853.560 81 6.966.750.000 82 7.361.350.000 83 7.727.580.000 84 8.500.338.000 84 101.621.075.145 Sekretariat
DPRD

4 4
0
4

40
40
1

1
5

Program
Perencanaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah

Persentase
Perangkat Daerah
yang Dokumen
Perencanaannya
sesuai Ketentuan

100 1.367.525.000 100 1.435.901.000 100 1.507.696.000 100 1.583.081.000 100 27.703.91.000 100 7.556.438.875 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

Persentase
Pemerintah Kota
yang capaian
kinerjanya lebih
dari 80%

100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 4

0
4

40
40
1

1
6

Program
Perencanaan
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya

Persentase
Capaian target
program
pembangunan
bidang ekonomi,
sosil dan budaya

100 263.000.000 100 315.000.000 100 330.750.000 100 347.287.500 100 416.745.000 100 1.453.241.019

Persentase
Dokumen
Perencanaan
pembangunan
ekonomi, sosial
dan budaya yang
dapat
dimanfaatkan

100 100 100 100 100

4 4
0
4

40
40
1

1
7

Program
Perencanaan
Fisik dan
Sarana
Prasarana Kota

Persentase
Capaian target
program
pembangunan
bidang prasarana
wilayah

100 475.000.000 100 420.000.000 100 441.000.000 100 463.050.000 100 555.660.000 100 2.624.674.844

Persentase
Dokumen
Perencanaan
pembangunan
prasarana
wilayah yang
dapat
dimanfaatkan

100 100 100 100 100

4 4
0
6

40
60
1

1
5

Program
Peningkatan
Manajemen
Pelayanan
Kepegawaian

Persentase
Penyelesaian
Administrasi
Kepegawaian
sesuai SOP

99 100 381.925.900 100 176.086.000 100 184.891.000 100 194.135.000 100 198.988.000 100 2.110.381.688 Badan
Kepegawaian

Daerah

4 4
0
6

40
60
1

1
6

Program
Fasilitasi
Kesejahteraan
PNS

Persentase
Penyelesaian SK
Terkait
Kesejahteraan
PNS yang sesuai
SOP

107,40 100 132.640.000 100 93.315.600 100 97.981.000 100 102.880.000 100 105.452.000 100 732.919.729

4 4
0
6

40
60
1

1
7

Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
Aparatur

Persentase
Pengembangan
dan Pembinaan
ASN

99,60 100 962.309.250

4 4
0
6

40
60
1

1
8

Program
Penataan
Aparatur

Persentase
Penempatan PNS
Sesuai SKM

103,24 100 331.317.600 100 347.883.000 100 365.277.000 100 383.541.000 100 393.129.000 100 1.830.738.884

4 4
0
6

40
60
1

1
9

Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur

Persentase
Tercukupinya
Usulan Diklat
Aparatur

100 100 5.545.858.000 100 5.475.872.000 100 5.623.433.000 100 5.623.430.000 100 5.764.015.000 100 30.644.366.273

4 4
0
6

40
60
1

2
0

Program
Pembinaan
Aparatur

Persentase
Kedisiplinan ASN

100 10.424.000 100 60.945.000 100 113.993.000 100 141.842.000 100 289.513.000

4 4
0
6

40
60
1

2
1

Program
Pengembanga
n Aparatur

Persentase
Pengembangan
ASN

100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.000.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 4

0
7

40
40
1

1
5

Program
Pengembangan
Kajian dan
Penelitian

Persentase hasil
penelitian/ kajian
yang dapat
dimanfaatkan

100 1.657.000.000 100 1.290.000.000 100 1.386.750.000 100 1.490.756.000 100 1.565.293.000 100 9.155.970.981 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

4 4
0
9

40
90
3

1
5

Program
Penyelenggara
an Kelurahan

Persentase
terselesaikannya
permohonan
rekomendasi di
kelurahan sesuai
ketentuan

100 15.049.728.100 100% 15.049.728.100 100% 15.049.728.100 100% 15.049.728.100 100% 15.049.728.100 100 83.159.247.893 Kecamatan

2 2
1
0

21
00
1

1
5

Program
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi
Publik

Persentase
sasaran
penyebaran
informasi publik

75 80 10.250.000.000 85 6.562.500.000 90 6.890.625.000 95 7.235.156.000 100 7.596.913.000 100 56.637.720.313 Dinas
Komunikasi

dan
Informatika

2 2
1
0

21
00
1

1
7

Program
Sosialisasi di
Bidang Cukai
(DBHCHT)

Persentase
Penyebaran
Informasi tentang
Cukai

100 100 5.000.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 27.628.156.250

2 2
1
4

21
00
1

1
5

Program
Penyelenggara
an Statistik
Sektoral

Persentase Data
Statistik Sektoral
yang Terintegrasi

50 75 600.000.000 80 550.000.000 85 600.000.000 90 650.000.000 95 700.000.000 95 3.315.378.750

2 2
1
8

21
70
1

1
5

Program
Penyelamatan,
Peningkatan
SDM dan
Layanan Arsip
Daerah

Jumlah Berkas
Arsip Yang
Dikelola

55.323
berkas

500
berkas

700.000.000 500
berkas

485.032.000 500
berkas

518.985.000 500
berkas

555.314.000 500
berkas

583.079.000 2500
berkas

3.867.941.875 Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

4 4
0
1

40
10
10
6

2
3

Program
Pengembangan
Kinerja dan
Kelembagaan
Perangkat
Daerah

Persentase
Perangkat
Daerah yang
Capain Kinerja
(LKj Perangkat
Daerah) Bernilai
Sangat Baik
(≥100)

79,41 80 927.550.000 82 973.927.000 84 1.022.623.000 86 1.073.755.000 88 1.116.705.000 88 5.125.299.266 Sekretariat
Daerah

Meningkatnya
pengelolaan
keuangan dan
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah

Opini BPK WTP WTP 16.545.540.560 WTP 17.372.817.588 WTP 18.241.458.467 WTP 19.153.531.391 WTP 20.111.207.960 WTP 91.424.555.966 Badan
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

4 4
0
1

40
10
10
1

1
5

Program
Peningkatan
Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah

Persentase
Perangkat Daerah
yang
melaksanakan
pengadaan
barang/jasa sesuai
regulasi

100 100 1.140.499.560 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 6.301.980.009 Sekretariat
Daerah

4 4
0
1

40
10
10
1

2
4

Program
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembangunan

Persentase OPD
yang
melaksanakan
kegiatan sesuai
jadwal

100 100 1.140.499.560 100 163.309.000 100 186.575.000 100 210.307.000 100 270.822.000 100 6.301.980.009
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 4

0
3

40
30
1

1
5

Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Persentase OPD
yang maturitas SPI
nya level 3

25 25 2.000.148.000 30 1.373.387.000 35 1.510.726.000 40 1.661.798.000 45 1.728.269.000 45 11.052.080.293 Inspektorat

4 4
0
3

40
30
1

1
6

Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan

Persentase
aparatur
pengawas yang
bersertifikat

100 100 582.063.000 100 470.421.000 100 505.702.000 100 543.630.000 100 565.375.000 100 3.216.265.502

4 4
0
3

40
30
1

1
9

Program
Penataan dan
Penyempurnaa
n Kebijakan
dan Sisdur
Pengawasan

Persentase
Dokumen
Kebijakan dan
Sisdur
Pengawasan yang
Terpenuhi

100 100 22.650.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 100 57.200.000 100 125.155.548

4 4
0
5

40
50
1

1
5

Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Penyampaian
Laporan
Pertanggungjawa
ban APBD Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

1.191.100.000 Tepat
Waktu

1.221.100.000 Tepat
Waktu

1.251.100.000 Tepat
Waktu

1.286.100.000 Tepat
Waktu

1.318.252.000 Tepat
Waktu

6.581.579.382 Badan
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

4 4
0
5

40
50
1

1
6

Program
Pengelolaan
Anggaran
Daerah

Pengesahan Perda
APBD Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

692.000.000 Tepat
Waktu

751.000.000 Tepat
Waktu

773.000.000 Tepat
Waktu

795.000.000 Tepat
Waktu

814.875.000 Tepat
Waktu

3.823.736.825

4 4
0
5

40
50
1

1
7

Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Penatausahaan
Keuangan
Daerah

Persentase
Penerbitan SP2D
Tepat Waktu

100 100 250.000.000 100 205.947.000 100 216.244.000 100 227.056.000 100 232.732.000 100 1.381.407.813

4 4
0
5

40
50
1

1
8

Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Aset Daerah

Kontribusi
Pengelolaan Aset
Terhadap PAD

4.930.372.
055

4.427.61
6.067

9.491.000.000 4.528.0
05.499

4.528.005.000 4.698.7
80.488

4.698.780.000 4.746.2
62.654

4.746.262.000 4.774.7
39.686

4.864.918.000 4.774.73
9.686

52.443.766.194

4 4
0
5

40
50
2

1
9

Program
Optimalisasi
Pengelolaan
Pajak Daerah

Persentase
Ketersediaan
Basis Data Pajak
Daerah

100 100 153.375.000 100 89.700.000 100 191.200.000 100 113.700.000 100 150.000.000 100 847.493.693 Badan
Pendapatan

Daerah

4 4
0
5

40
50
2

2
0

Program
Peningkatan
Manajemen
Pajak Daerah

Persentase
Pertumbuhan
Penerimaan Pajak
Daerah

1,5 1,5 1.022.705.000 1,5 1.106.955.000 1,5 1.162.705.000 1,5 1.216.455.000 1,5 1.246.866.000 7,5 5.651.090.708

Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat dan
Pemangku
Kepentingan

Persentase
Kelurahan yang
mendapatkan
klasifikasi
Swasembada

3,7% (1
kelurahan)

14,81%
(4
kelurah
an)

14.748.843.366 29,63%
(8
kelurah
an)

15.486.285.534
44,44%
(12
kelurah
an)

16.260.599.811
59,25%
(16
kelurah
an)

17.073.629.802
62,96%
(17
kelurah
an)

17.927.311.292
62,96%
(17
keluraha
n)

81.496.669.805
Kecamatan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)

83,02 83,25 83,7 84,02 84,25 84,56 84,56 Dinas Sosial,
Pemberdayaa
n Perempuan

dan
Perlindungan

Anak
2 2

0
2

10
60
1

1
5

Program
Peningkatan
Peran Serta
dan Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan

Persentase
Partisipasi
Perempuan di
Lembaga
Pemerintahan

13,32 13,32 4.534.738.000 13,36 2.181.959.000 13,42 2.243.508.000 13,47 2.311.108.000 13,5 2.368.885.000 13,5 25.057.290.003 Dinas Sosial,
Pemberdayaa
n Perempuan

dan
Perlindungan

Anak
4 4

0
9

40
90
3

1
7

Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangunan
Kelurahan

Persentase
Usulan
Musrenbang
Kecamatan yang
terakomodir
dalam RKPD

10 11 719.636.366 12 719.636.366 13 719.636.366 14 719.636.366 15 719.636.366 15 3.976.445.193 Kecamatan

4 4
0
9

40
90
3

1
8

Program Dana
Kelurahan

Indek
perkembangan
kelurahan

0,73 0,81 9.494.469.000 0,81 9.494.469.000 0,81 9.494.469.000 0,81 9.494.469.000 0,81 9.494.469.000 0,81 52.462.934.609

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN

Terwujudnya
Infrastruktur Kota yang
Berwawasan
Lingkungan

Indeks
Kenyamanaan
Kota (Livable City)

80,73 469.429.134.660 81,45 492.900.591.39
3

82,15 517.545.620.96
3

82,81 543.422.902.01
1

83,42 570.594.047.11
1

83,42 2.593.892.296.13
8

Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur,
Sarana
Transportasi Kota
dan Permukiman

Indeks Sarana
Prasarana
Permukiman

82,23 86,62 431.289.974.660 88,62 452.854.473.39
3

90,42 475.497.197.06
3

92,21 499.272.056.91
6

94,00 524.235.659.76
2

94,00 2.383.149.361.79
3

Dinas
Perumahan

dan Kawasan
Permukiman

Indeks
Infrastruktur

96,03 96 96,20 96,50 96,75 97 97 Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang

Kinerja Ruas Jalan 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,40 Dinas
Perhubungan

1 1
0
3

10
30
1

1
5

Program
Peningkatan
Kualitas
Pembangunan
Gedung dan
Infrastruktur
Kota

Persentase
bangunangedung
sesuai ketentuan

100 100 100.635.000.000 100 31.000.000.000 100 31.000.000.000 100 31.000.000.000 100 35.000.000.000 100
556.071.900.844

Dinas
Pekerjaan

Umum dan
Tata Ruang

1 1
0
3

10
30
1

1
7

Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan

Persentase
Panjang Jalan
Kota dalam
Kondisi Baik

92,41 94 168.046.000.000 95 94.351.023.000 96 103.786.126.00
0

97 114.164.738.00
0

98 114.164.738.00
0

98
928.560.229.038
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1 1

0
3

10
30
1

1
8

Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Saluran/
Drainase/
Gorong-gorong

Persentase
Panjang Drainase
dalam Kondisi
Baik/
Pembuangan Air
tidak Tersumbat

89,75 90,40 42.400.000.000 90,5 30.717.849.000 90,6 5.000.000.000 90,7 5.000.000.000 90,8 5.000.000.000 90,80
234.286.765.000

1 1
0
3

10
30
1

1
9

Program
Pengendalian
Banjir

Jumlah Titik/ Lokai
Banjir/ Tergenang

12 11 96.150.000.000 10 41.000.000.000 10 58.521.317.000 10 41.000.000.000 10 41.000.000.000 10
531.289.444.688

1 1
0
3

10
30
1

1
6

Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Air Minum dan
Air Limbah

Persentase
terlayaninya air
bersih/ minum

94 95 0 96 6.250.000.000 97 8.750.000.000 97 12.250.000.000 97 12.250.000.000 99 8.000.000.000

1 1
0
4

10
40
1

1
6
5

Program
Lingkungan
Sehat
Perumahan
Permukiman

Persentase
Rumah tinggal
layak huni dan
bersanitasi

99,26 99,30 14.782.965.000 99,35 9.755.544.000 99,41 9.853.100.000 99,45 9.951.631.000 99,47 10.150.663.000 99,47 81.685.213.372 Dinas
Perumahan

dan Kawasan
Permukiman

2 2
0
9

20
90
1

1
5

Program
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas

Persentase
Pemasangan
Rambu-rambu
Lalu Lintas

74 80 7.176.058.260 4.500.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 39.652.251.773 Dinas
Perhubungan

Persentase
Perlengkapan
Jalan

75% 83% 92% 100% 100%

2 2
0
9

20
90
1

1
6

Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan

Jumlah Orang
yang terangkut
angkutan umum

420.660 539.916 2.099.951.400 1.777.453.000 1.703.951.000 1.540.483.000 1.750.483.000 11.603.557.079

Kinerja angkutan
Umum

40% 41% 42% 43% 43%

Meningkatnya
Kualitas Penataan
Ruang dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Indek Kualitas
Lingkungan Hidup

64,22 65,04 38.139.160.000 65,44 40.046.118.000 65,83 42.048.423.900 66,10 44.150.845.095 66,10 46.358.387.350 66,10 210.742.934.345 Dinas
Lingkungan

Hidup
Persentase Ruang
yang
dimanfaatkan
RTRW

100 100 100 100 100 100 100 Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang

1 1
0
3

10
30
1

2
0

Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan
Pemanfaatan
Ruang

Ketaatan
terhadap RTRW

100% 100% 1.400.000.000 100% 550.000.000 100% 550.000.000 100% 550.000.000 100% 600.000.000 100% 7.735.883.750 Dinas
Pekerjaan

Umum dan
Tata Ruang

1 1
0
4

10
40
1

1
6

Program
Pengelolaan
RTH, PJU dan
Permakaman

Persentase RTH,
Penerangan Jalan
dan Pemakaman
yang dikelola

64,96 73,70 25.817.660.000 77,67 27.996.577.000 81,23 30.796.235.000 84,80 33.875.859.000 88,36 34.553.376.000 88,36 142.658.868.898 Dinas
Perumahan

dan Kawasan
Permukiman

2 2
0
4

10
40
1

1
5

Program
Pelayanan
Pertanahan

Persentase
Pelayanan
Pertanahan

100 100 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 828.844.688

Persentase
Rekomendasi Ijin
Pertanahan yang
diterbitkan

100 100 100 100 100 100 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 2

0
5

20
50
1

1
5

Program
Peningkatan
Kualitas dan
Akses
Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

Persentase data
dan informasi
Sumber Daya
Alam dan
lingkungan hidup
yang tersedia

58,97 64,10 724.000.000 69,23 628.500.000 71,79 719.000.000 79,49 665.500.000 79,5 700.500.000 79,50 3.437.500.000 Dinas
Lingkungan

Hidup

2 2
0
5

20
50
1

1
6

Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup

Persentase titik
Sample Kualitas
Air dan Udara
yang memenuhi
baku mutu

44,70 47 683.450.000 48 731.795.000 49 784.974.000 50 843.471.000 50,1 900.471.000 50,10 3.944.161.000

2 2
0
5

20
50
1

1
7

Program
Penaatan,
Pengawasan
dan
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Persentase pelaku
usaha/kegiatan
yang taat
terhadap
peraturan
lingkungan hidup

31,39 41,20 953.689.000 52,90 1.049.057.000 64,70 1.250.000.000 76,47 1.500.000.000 88,20 1.750.000.000 88,20 6.502.746.000

2 2
0
5

20
50
1

1
8

Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

Persentase
penanganan
sampah rumah
tangga dan
sampah sejenis
sampah rumah
tangga

74,90 75 7.400.000.000 74 34.182.000.000 73 9.737.000.000 72 8.838.000.000 71 9.715.000.000 71 64.400.000.000

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT
KOTA MADIUN

Terwujudnya
Masyarakat Kota
Madiun yang
Berkualitas Baik

Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

80,33 80,51 343.037.143.310 80,63 360.189.000.47
6

80,76 378.198.450.49
9

80,88 397.108.373.02
4

80,98 416.963.791.67
5

80,98 1.895.496.758.98
4

Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
Masyarakat Kota
Madiun

Indeks Kesehatan 0,81 0,81 161.146.606.410 0,81
169.203.936.73
1

0,81 177.664.133.56
7

0,81
186.547.340.24
5

0,81 195.874.707.25
8

0,81 890.436.724.211 Dinas
Kesehatan

dan Keluarga
Berencana

1 1
0
2

10
20
2

1
5

Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Rumah Sakit

Persentase Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit yang
Sesuai Standar

88,55 89,84 16.779.603.600

91,13 20.685.363.000 92,42 28.959.509.000 93,71 72.398.772.000 95 76.018.710.000

95
92.717.902.015

Rumah Sakit
Umum Daerah

1 1
0
2

10
20
2

1
6

Program
Peningkatan
Pelayanan
BLUD

Persentase
pencapaian
kinerja Badan
Layanan Umum
Daerah

100 100 71.684.425.810

100 77.060.757.000 100 82.840.314.000 100 89.053.338.000 100 93.506.004.000

100
396.101.703.394
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1

0
2

10
20
2

1
8

Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial di Bidang
Kesehatan

Persentase
Penyediaan
Sarana/ Prasarana
Fasilitas
Kesehatan yang
Bekerjasama
dengan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan

88,55 89,84
38.625.753.000

91,13

3.500.000.000

92,42

3.500.000.000

93,71

3.500.000.000

95

3.500.000.000

95
213.431.667.832

Persentase
Penduduk Kota
Madiun yang
menjadi peserta
JKN

87,6 96 97 98 99 99 99 Dinas
Kesehatan dan

Keluarga
Berencana

1 1
0
2

10
20

1

1
9

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Persentase
Kesehatan
Masyarakat yang
Sesuai Standart

16,67 25 7.946.942.000

45 7.145.474.000 60 7.472.149.000 75 7.831.260.000 90 7.909.572.000

90
43.911.871.057

1 1
0
2

10
20

1

2
0

Program
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit

Persentase
Penurunan Kasus
Kejadian Luar
Biasa

100 5 1.973.830.000

10 1.586.593.000 15 1.505.094.000 20 1.460.398.500 25 1.500.000.000

25
10.906.656.730

1 1
0
2

10
20

1

2
1

Program
Pelayanan dan
Sumber Daya
Kesehatan

Persentase Sarana
Pelayanan
Kesehatan yang
Terakreditasi

48,27 48,27 24.136.052.000

51,72 30.102.052.000 51,72 30.714.888.000 55,17 31.524.768.500 55,17 31.997.640.000

55,17
133.366.923.183

2 2
0
8

10
20

1

1
5

Program
Kependudukan
, Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga

Persentase
Peserta Peserta
KB Aktif MKJP

42,73 42,74 3.354.402.000

42,75 2.627.307.000 42,76 2.756.676.000 42,77 2.912.087.000 42,78 3.101.372.000

42,78 16.772.010.000

Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan
Masyarakat Kota
Madiun

Indeks
Pengetahuan

0,77 0,77 181.890.536.900 0,77
190.985.063.74
5

0,77
200.534.316.93
2

0,77
210.561.032.77
9

0,77
221.089.084.41
8

0,77
1.005.060.034.77
4

Dinas
Pendidikan

1 1
0
1

10
10
1

1
5

Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

Pengolahan
database
informasi
pendidikan dan
evaluasi
pelaporan
berbasis TIK

100% 100% 559.750.000

498.010.000 532.870.000 570.171.000 584.425.000

3.092.972.092
Dinas

Pendidikan

Persentase
Sekolah Standar
Nasional
Pendidikan

80

85 88 93 97 100 100
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1 1

0
1

10
10
1

1
6

Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Persentase
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang Lulus
Pelatihan

100 100 1.763.429.000

2.700.661.000 2.754.674.000 2.809.767.000 2.880.011.000

9.744.058.390

Persentase
Jumlah tenaga
pendidik yang
bersertifikasi

76,66 78

80 87 93 100

100

1 1
0
1

10
10
1

1
7

Program
Pendidikan
Dasar

Angka Partisipasi
Murni SD/SMP

152,99% 100% 170.275.071.900

100% 139.150.347.00
0 100% 142.629.106.00

0 100% 146.194.834.00
0 100% 147.656.782.00

0

100%
940.877.258.387

1 1
0
1

10
10
1

1
8

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini

Angka Partisipasi
Kasar PAUD

106,7% 100% 7.325.260.000

100% 4.330.988.000 100% 4.764.087.000 100% 5.240.496.000 100% 5.764.545.000

100%
40.476.685.570

1 1
0
1

10
10
1

1
9

Program
Pendidikan non
Formal

Jumlah
Lembagayang
Terakreditasi

80
lembaga

90
lembaga

1.967.026.000 100
lembag

a

1.807.934.000 110
lembag

a

1.898.331.000 120
lembag

a

1.993.247.000 136
lembaga

2.092.909.000 136
lembaga 10.869.060.335

2 2
1
7

21
70
1

1
5

Program
Pengembangan
Budaya Baca
dan
Pembinaan
Perpustakaan

Jumlah Bahan
Pustaka Yang
Dipinjam

22.568
eksemplar

22.750
eksempl

ar

1.415.000.000

1.241.927.000 1.304.023.000 1.369.225.000 1.506.147.000 1.241.927.000

Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

Nilai IKM
Pemustaka
terhadap layanan
perpustakaan

70%

72% 74% 76% 78% 78%

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN
MEMERATAKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KOTA MADIUN

Terwujudnya
Pertumbuhan Ekonomi
dan Pemerataan
Kesejahteraan
Masyarakat

Pertumbuhan
PDRB

5,96 6,01 40.873.933.000 6,02
42.917.629.650

6,03
45.063.511.133

6,04
47.316.686.689

6,05
49.682.521.024

6,05
225.854.281.495

PDRB Per Kapita 68,9 76,53 79,78 82,71 85,34 87,41 87,41

Angka
Kemiskinan

4,49 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43 4,43

Terwujudnya Iklim
Investasi yang
Kondusif dan
Peningkatan
Penyerapan
Tenaga Kerja

ICOR 2,61 2,55 11.991.503.000 2,50
12.591.078.150

2,45
13.220.632.058

2,40
13.881.663.660

2,30
14.575.746.843

2,30
66.260.623.711

Dinas
Penanaman

Modal,
Pelayanan

Terpadu Satu
Pintu,

Koperasi dan
Usaha Mikro

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)

3,85 3,8 3,75 3,63 3,50 3,45 3,45 Dinas Tenaga
Kerja



- 287 -
-

287
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 2

0
1

20
10
1

1
5

Program
Perluasan dan
Pengembangan
Kesempatan
Kerja

Persentase
pencari kerja yang
ditempatkan

79 79 3.000.512.000 79,25 3.046.512.000 79,50
3.092.512.000

79,75
3.138.512.000

79,80
3.185.589.000

79,80
16.579.722.873

Dinas Tenaga
Kerja

Persentase
lulusan pelatihan
yang mempunyai
sertifikat
kompetensi dasar

98 98

2 2
0
1

20
10
1

1
6

Program
Perlindungan
dan
Pengembangan
Kelembagaan
KetenagaKerja
an

Persentase
Perselisihan yang
diselesaikan
melalui Perjanjian
Bersama

98 98 5.580.000.000

Persentase
Perusahaan yang
menerapkan
program BPJS

60 60,25

Persentase tenaga
kerja sektor
informal yang
mendapatkan
perlindungan
program BPJS
ketenagakerjaan
dari PBID

86

2 2
0
1

20
10
1

1
7

Program
Perlindungan
Tenga Kerja

Persentase
Tenaga Kerja yang
terlindungi

60 60 63
6.057.000.000

65
6.131.700.000

67
6.655.135.000

70
7.054.443.000

70
30.833.022.375

2 2
0
1

20
10
1

1
8

Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial di Bidang
Ketenagakerjaa
n (DBHCHT)

Persentase
lulusan pelatihan
yang
berkompeten

80 80 722.000.000 81 723.000.000 82 724.000.000 83 725.000.000 84 750.000.000 84 3.644.000.000

2 2
1
2

21
20
1

1
5

Program
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Ralisasi
Investasi

Persentase
investor yang
merealisasikan
investasi

13 670.591.000

19 737.650.000 26 811.415.000 32 892.556.000 39 981.811.000

39
3.705.438.586

Dinas
Penanaman

Modal,
Pelayanan

Terpadu Satu
Pintu,

Koperasi dan
Usaha Mikro

2 2
1
2

21
20
1

1
6

Program
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan

Persentase
pengaduan
pelayanan
perizinan
terselesaikan

80 508.400.000

86 496.500.000 93 523.000.000 100 551.000.000 100 606.100.000

100
2.809.230.928

3 3
0
8

20
10
1

1
5

Program
Ketransmigrasi
an

Persentase
pendaftar
transmigrasi yang
terfasilitasi

80 80 30.000.000

81 30.200.000 82 30.400.000 83 30.600.000 84 32.600.000

84
165.768.938

Dinas Tenaga
Kerja

4 4
0
1

40
10
10
3

1
8

Program
Stabilisasi
Ekonomi
Daerah

Tingkat Inflasi 4% 4%

680.000.000 4% 750.000.000 4% 800.000.000 4% 800.000.000 4% 832.000.000

4%
3.757.429.250

Sekretariat
Daerah

4 4
0
1

40
10
10
3

1
9

Program
Sosialisasi
Ketentuan di
Bidang Cukai
(DBHCHT)

Persentase
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi Bidang
Cukai Yang
Dilaksanakan

100 100 500.000.000

100 465.000.000 100 485.000.000 100 500.000.000 100 520.000.000

100
2.762.815.625
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 4

0
1

40
10
10
3

2
5

Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial di Bidang
Ekonomi
(DBHCHT)

Persentase
Kelompok Sosial
Ekonomi yang
difasilitasi

100 100 300.000.000

100 400.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 572.000.000

100
1.657.689.375

Meningkatnya
Pertumbuhan
Sektor Unggulan
Daerah

Pertumbuhan
Sektor
Perdagangan

5,82 5,91 10.966.250.000 6,01
11.514.562.500

6,12
12.090.290.625

6,23
12.694.805.156

6,23
13.329.545.414

6,23
60.595.453.695

Dinas
Perdagangan

Pertumbuhan
Sektor
Pengolahan

7,30 7,30 7,35 7,40 7,41 7,41 Dinas Tenaga
Kerja

Pertumbuhan
Sektor Pariwisata

8,60 8,70 8,80 8,90 9 9 9 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,

Kepemudaan
dan Olah

Raga

2 2
1
1

21
20
1

1
5

Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi

Persentase
koperasi aktif

98,05 98,69 703.000.000

98,70 752.210.000 98,71 804.864.000 98,72 861.205.000 98,73 912.877.000

98,73
3.884.518.769

Dinas
Penanaman

Modal,
Pelayanan

Terpadu Satu
Pintu,

Koperasi dan
Usaha Mikro

2 2
1
1

21
20
1

1
6

Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif
Usaha Mikro

Persentase
Pertumbuhan
Usaha Mikro

0,40 0,41 1.010.000.000

0,42 1.080.700.000 0,43 1.156.349.000 0,45 1.237.293.000 0,45 1.330.089.000

0 ,45
5.580.887.563

3 3
0
2

21
60
1

1
5

Program
Pengembangan
Pemasaran dan
Destinasi
Pariwisata

Jumlah Promosi
dan Peningkatan
sumberdaya
pariwisata

8 8 2.150.000.000

2.130.000.000 2.350.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

11.880.107.188
Dinas

Kebudayaan,
Pariwisata,

Kepemudaan
dan Olah RagaPersentase

PeningkatanProm
osi yang
dilaksanakan

25 25

28 30 33 35

35

3 3
0
6

30
60
1

1
5

Program
Peningkatan,
Pengembangan
dan
Pengawasan
Perdagangan
Non Pasar
Rakyat

Persentase
Pertumbuhan
Perdagangan Non
Pasar Rakyat

0,5 1.435.000.000

0,5 1.363.950.000 0,5 1.432.147.000 0,5 1.503.754.000 0,5 1.578.941.000

0,5
7.929.280.844

Dinas
Perdagangan

3 3
0
6

30
60
1

1
6

Program
Pengelolaan
Pasar Rakyat

Jumlah Omset
Pasar Rakyat

640.000
Juta (Rp)

4.220.000.000 672.000
Juta
(Rp)

6.538.553.000
705.600

Juta
(Rp)

6.865.481.000
740.880

Juta
(Rp)

7.208.755.000
777.924

Juta
(Rp)

7.569.192.000
777.924

Juta (Rp) 23.318.163.875

3 3
0
6

30
60
1

1
7

Program
Pemberantasa
n Barang Kena
Cukai Ilegal
(DBHCHT)

Jumlah Barang
Kena Cukai Ilegal

0 50.000.000

0 50.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000 0 52.500.000

0
276.281.563
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 3

0
7

20
10
1

1
5

Program
Pengembangan
Industri Kecil
Menengah

Persentase IKM
yang Berstandart

17,09 17,09 1.278.250.000

17,10 1.240.082.000 17,12 1.302.086.000 17,15 1.367.191.000 17,17 1.435.550.000

17,17
7.063.138.145

Dinas Tenaga
Kerja

3 3
0
7

20
10
1

1
6

Program
Pembinaan
Industri
(DBHCHT)

Prosentase IKM
yang
melaksanakan
GMP (Good
Manufacturing
Practice)

80 80 120.000.000

84 125.000.000 88 130.000.000 92 135.000.000 93 141.750.000

93
663.075.750

Stabilitas
Ketersediaan
Pangan dan
Pemerataan
Kesejahteraan
Masyarakat

Rasio
Ketersediaan
Pangan Utama
dan Konsumsi
Pangan

1,02 1,03 17.916.180.000 1,04
18.811.989.000

1,05
19.752.588.450

1,06
20.740.217.873

1,07
21.777.228.766

1,07
98.998.204.089

Indeks Gini 0,36 0,35
0,35 0,34 0,34 0,34 0,34

1 1
0
6

10
60
1

1
5

Program
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Sosial

Persentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang
Tertangani

100 100 7.091.765.000

100 6.000.000.000 100 6.000.000.000 100 7.000.000.000 100 7.500.000.000

100
39.186.478.302

Dinas Sosial,
Pemberdayaa
n Perempuan

dan
Perlindungan

Anak
2 2

0
2

10
60
1

1
6

Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
dan Anak serta
Rehabilitasi
Sosial

Persentase
Penanganan
Pengaduan Tindak
Kekerasan
terhadap
Perempuan dan
Anak

100 100 2.004.415.000

100 1.629.891.000 100 1.952.831.000 100 2.340.972.000 100 2.399.496.000

100
11.075.658.162

2 2
0
3

30
30
1

1
5

Program
Peningkatan
Diversifikasi
dan Ketahanan
Pangan
Masyarakat

Skor Pola Pangan
Harapan

95,4 95,6 1.230.000.000

95,8 974.610.000 96 1.023.340.000 96,2 1.074.507.000 96,4 1.128.232.000

96,4
6.796.526.438

Dinas
Pertanian dan

Ketahanan
Pangan

3 3
0
1

30
30
1

1
5

Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Pelaku Usaha
Perikanan

Persentase
peningkatan
pendapatan
pelaku usaha
perikanan

1 1 763.000.000

1 585.043.000 1 625.996.000 1 669.816.000 1 736.797.000

1
4.216.056.644

3 3
0
3

30
30
1

1
5

Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Peningkatan
Produktivitas
Pertanian

7,2 7,21 5.845.000.000

7,22 4.890.116.000 7,23 5.134.622.000 7,24 5.391.353.000 7,25 5.660.920.000

7,25
32.297.314.656

3 3
0
3

30
30
1

1
6

Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Pelaku Usaha
Peternakan

Persentase
Peningkatan
Pendapatan
Pelaku Usaha
Peternakan

2 2 982.000.000

2 821.583.000 2 862.662.000 2 905.795.000 2 1.041.664.000

2
5.426.169.888

Terwujudnya Stabilitas
Kehidupan Masyarakat
yang Dinamis dan
Kondusif

Indeks
Ketentraman

75 25.494.727.565 78
26.769.463.943

80
28.107.937.140

83
29.513.333.997

85
30.989.000.697

85
140.874.463.343

Satuan Polisi
Pamong Praja

Meningkatnya
Kerukunan
Kehidupan
Masyarakat yang

Indeks Kerukunan 2,77
(tinggi)

19.031.434.549 2,89
(tinggi) 19.983.006.276

3,01
(tinggi) 20.982.156.590

3,25
(tinggi) 22.031.264.420

3,30
(sangat
tinggi)

23.132.827.641
3,30

(sangat
tinggi)

105.160.689.476
Badan

Kesatuan
Bangsa dan

Politik
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Berbudaya dan
Pemuda yang
Berprestasi

Prestasi Pemuda
dan Olah Raga di
tingkat regional
dan nasional

33 33 33 34 35 36 36 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,

Kepemudaan
dan Olah

Raga

2 2
1
3

21
60
1

1
5

Program
Pembinaan
Pemuda dan
Olahraga

Jumlah Pemuda
Berpresatasi yang
dikirim kompetisi

16 18 5.500.000.000 20 3.580.813.000 22 3.938.894.000 24 4.332.784.000 26 4.636.078.000 26 30.390.971.875 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,

Kepemudaan
dan Olah Raga

Jumlah Atlit yang
Ikut Kejuaraan di
Tingkat Provinsi
dan Nasional

189 189 190 192 194 195 195

2 2
1
6

21
60
1

1
5

Program
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Persentase
Kekayaan Budaya
yang dipentaskan

31,60 35 6.050.000.000

40 3.775.000.000 45 4.100.000.000 50 4.480.000.000 55 4.704.000.000

55
33.430.069.063

4 4
0
1

40
10
10
3

1
7

Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
Beragama

Persentase
Kegiatan
Keagamaan yang
difasilitasi

100 100 5.350.000.000

100 4.671.192.000 100 4.998.175.000 100 5.348.047.000 100 5.561.968.000

100
29.562.127.188

Sekretariat
Daerah

4 4
0
8

40
80
1

1
5

Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Cakupan
Pembinaan
Wasbang

100% 100% 840.031.891

871.024.000 914.575.000 960.304.000 1.008.319.000
4.641.706.468

Badan
Kesatuan

Bangsa dan
PolitikCakupan

Hubungan Sosial 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3

4 4
0
8

40
80
1

1
6

Program
Peningkatan
Pemahaman
Ideologi dan
HAM serta
Pencegahan
Konflik Sosial

Konflik Horizontal
di dalam
Masyarakat

0 konflik 0 konflik 896.577.658 0
konflik

695.544.000

0
konflik

765.098.000

0
konflik

841.608.000

0 konflik

883.688.000

0 konflik
4.954.157.525

4 4
0
8

40
80
1

1
7

Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat
dan Orkemas

Persentase Parpol
dan Orkemas yang
Memahami
Regulasi

100 100 394.825.000

4 4
0
8

40
80
1

1
8

Program
Pembinaan
Orkesmas
dalam
kehidupan
demokrasi

Persentase
orkemas

72,37%

72,50% 73% 434.304.000 73,30% 477.526.000 73,50% 527.279.000 74% 632.734.000 74%

2.181.657.358

Meningkatnya
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Indeks Rasa
Aman

76 6.463.293.016 79 6.786.457.667 81 7.125.780.550 83 7.482.069.578 85 7.856.173.057 85 35.713.773.867 Satuan Polisi
Pamong Praja
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1

0
5

10
50
1

1
5

Program
Pengawasan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Walikota

Persentase Kasus
Penegakan Perda
yang diselesaikan

100 100 335.000.000

100 350.000.000 100 365.000.000 100 380.000.000 100 380.000.000

100
1.851.086.469

Satuan Polisi
Pamong Praja

1 1
0
5

10
50
1

1
6

Program
Pembinaan,
Penertiban dan
Evaluasi dalam
Penyelenggara
an Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat

Persentase Kasus
K3 (Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan) yang
diselesaikan

98,83% 96% 2.092.757.000

96% 2.102.757.000 97% 2.102.757.000 97% 2.102.757.000 98% 2.144.812.000

98%
11.563.803.478

1 1
0
5

10
50
1

1
7

Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Rasio petugas
perlindungan
masyarakat
(Linmas) di Kota

1,3 orang
setiap RT

1 orang
setiap

RT

865.020.000 1 orang
setiap

RT 865.020.000

1 orang
setiap

RT 665.020.000

1 orang
setiap

RT 3.875.457.000

1 orang
setiap

RT 1.000.000.000

1 orang
setiap RT 4.779.781.544

1 1
0
5

10
50
1

1
8

Program
Peningkatan
Pencegahan
dan
Penanggulanga
n Bahaya
Kebakaran

Tingkat Waktu
Tanggap
(response time
rate)

100% 100% 1.180.670.000

100% 1.298.737.000 100% 1.428.610.000 100% 1.571.471.000 100% 1.754.710.000

100%
6.523.947.048

1 1
0
5

10
50
2

1
9

Program
Pencegahan
Dini dan
Penanggulanga
n Korban
Bencana Alam

Persentase
Korban Bencana
Alam yang
Tertangani

100 100 1.540.000.000 100
1.540.000.000

100
1.540.000.000

100
1.540.000.000

100
1.650.000.000

100
8.509.472.125

Badan
Penanggulang

an Bencana
Daerah

Persentase
Tingkat
Pemenuhan atau
Kecukupan Sarana
dan Prasarana
Penanggulangan
Bencana

100 100

4 4
0
9

40
90
3

1
6

Program
Koordinasi,
Pembinaan
dan
Penyelenggara
an
Pemerintahan,
Pemberdayaan
Masyarakat
Pembangunan,
Kesejahteraan
Sosial dan
Ketentraman
Ketertiban
Umum

Persentase Hasil
Koordinasi yang
ditindaklanjuti

100%
449.846.016

100%

449.846.016

100%

449.846.016

100%

449.846.016

100%

449.846.016
100%

2.485.683.204
Kecamatan
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KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan

Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun

2024, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan

kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang

telah dijelaskan pada Bab V. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian

indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah secara teknis pada dasarnya

dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran (benefit atau

impact). Suatu indikator kinerja utama daerah dapat dirumuskan berdasarkan

hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program

(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama daerah berkenaan

setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Uraian rincian tentang

Indkator Kinerja Utama daerah, beserta target tahunannya  dapat disajikan

sebagaimana Tabel 8.1dibawah ini.

Penetapan Indikator Kinerja Utama
NO INDIKATOR TARGET TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 Indeks Reformasi Birokrasi B B BB BB A
2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah
BB

(70,01)
BB (73) BB (76) BB (79) A (80,01)

3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,51 80,63 80,76 80,88 80,98
4 Livable City (Indeks Kenyamanan

Kota)
80,73 81,45 82,15 82,81 83,42

5 Laju Pertumbuhan PDRB 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05
6 PDRB Perkapital 76,53 79,78 82,71 85,34 87,41
7 Angka Kemiskinan 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43
8 Indeks Ketentraman 75 78 80 83 85
9 Indeks Gini 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34
10 Indeks Pengetahuan 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
11 Indeks Kesehatan 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
12 Indeks Rasa Aman 76 79 81 83 85
13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,8 3,75 3,63 3,5 3,45
14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 83,25 83,7 84,02 84,25 84,56
15 Rasio Ketersediaan Pangan Utama

dan Konsumsi Pangan
1,03 1,04 1,05 1,06 1,07

16 Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)

3,16
(baik)

3,36
(baik)

3,56
(baik)

3,76
(baik) 3,96 (baik)

17 Prestasi Pemuda dan Olah Raga di
tingkat regional dan nasional

33 33 34 35 36

18 Nilai evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan

3,1000 3,1100 3,1200 3,1250 3,1250
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NO INDIKATOR TARGET TAHUN KE-
1 2 3 4 5

19 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 83 (baik) 84 (baik) 85 (baik) 86 (baik) 87 (baik)

20 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
21 Indeks Kerukunan 2,77

(tinggi)
2,89

(tinggi)
3,01

(tinggi)
3,25

(tinggi)
3,30 (sangat

tinggi)
22 Persentase Kelurahan yang

mendapatkan klasifikasi
Swasembada

14,81% (4
kelurahan)

29,63% (8
kelurahan)

44,44% (12
kelurahan)

59,25% (16
kelurahan)

62,96% (17
kelurahan)

23 ICOR 2,55 2,50 2,45 2,40 2,30
24 Pertumbuhan Sektor Pariwisata 8,70 8,80 8,90 9 9
25 Pertumbuhan Sektor Perdagangan 5,91 6,01 6,12 6,23 6,23
26 Pertumbuhan Sektor Pengolahan 7,30 7,30 7,35 7,40 7,41
27 Indeks Infrastruktur 96 96,20 96,50 96,75 97
28 Persentase Ruang yang

dimanfaatkan RTRW
100 100 100 100 100

29 Indeks Sarana Prasarana
Permukiman

86,62 88,62 90,42 92,21 94,00

30 Indek Kualitas Lingkungan Hidup 65,04 65,44 65,83 66,10 66,10

31 Kinerja Ruas Jalan 0,44% 0,43% 0,42% 0,41% 0,40%

Terkait dengan pencapaian indikator kinerja yang merupakan

penjabaran dari keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah

periode 2019-2024 sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI yang disebut

dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), maka untuk mencapainya diperlukan

upaya dari seluruh PD dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan

mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi (i) indikator aspek

kesejahteraan masyarakat; (ii) indikator aspek pelayanan dasar; dan (iii)

indikator aspek daya saing daerah.

Penjelasan lebih rinci dari setiap target capaian yang pada aspek-aspek

tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap

tahunnya meliputi aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi

dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB

Atas Dasar Harga Konstan diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya untuk

selama 5 (lima) tahun. Demikian pula dengan prosentase laju inflasi setiap

tahunnya untuk selama 5 (lima) tahun diharapkan dapat ditekan pada sampai

di akhir periodesasi RPJMD yaitu tahun 2024. Sedangkan Angka kemiskinan

dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya untuk selama 5

(lima) sampai tahun 2024.
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Hasil evaluasi kinerja pada aspek kesejahteraan dimaksud, selanjutnya

akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan

Aspek kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi dalam tabel tersebut

selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai

penjabaran dari Misi ke 4, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan

memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, serta misi ke 3

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.

Aspek Pelayanan Umum

Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum dalam 5 (lima)

tahun mendatang akan terus didorong untuk menghasilkan performance

kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan

dirumuskan untuk meningkatkan performance kinerja pelayanan umum

adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik

yang bersifat wajib maupun urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peengelolaan setiap

urusan pemerintahan dimaksud akan dikendalikan dan dievaluasi secara

periodik baik oleh setiap PD penanggung jawab maupun oleh Walikota. Hasil

evaluasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perumusan

kebijakan selanjutnya.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud,

selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja

Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum, untuk selanjutnya akan

dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk

mengimplementasikan Misi ke 1, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik

(Good Governance).

Aspek Daya Saing Daerah

Meningkatkan kinerja pada aspek daya saingdaerah merupakan salah

satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan peningkatkan aspek-aspek

lainnya. Jika aspek ini dapat didorong tumbuh secara berkelanjutkan, maka

akan membawa dampak ganda yang sangat positif dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.
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Ada beberapa dampak positif yang akan didapat oleh masyarakat tidak

sebatas pada masyarakat di Kota Madiun saja, tetapi masyarakat disekitar Kota

Madiun juga akan mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan, antara

lain (i) meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya

pendapatan masyarakat dari berbagai usaha kecil masyarakat; (ii) mengurangi

angka kriminalitas, karena berkurangnya tingkat pengangguran; (iii)

meningkatnya pendapatan asli daerah, karena tumbuhnya ekonomi

masyarakat; dan (iv) berkurangnya angka putus sekolah dikarenakan semakin

bertambahnya orang yang mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan ke

sekolah yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil

evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel

tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek daya saing daerah.

Selanjutnya data dan informasi dalam tabel tersebut akan dipublikasikan

kepada masyarakat umum, para pemangku kepentingan dan akan dilaporkan

kepada pemerintah provinsi. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 4, yaitu

mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan

masyarakat, serta Misi ke 2 Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan

Lingkungan.

Penetapan indikator kinerja daerah kota madiun terdiri dari indikator

tujuan RPJMD dan RENSTRA PD, indikator sasaran RPJMD dan RENSTRA PD,

indikator program dan indikator SPM

Keterkaitan Aspek Pembangunan dan Misi

NO ASPEK PEMBANGUNAN MISI
1 Kesejahteraan

Masyarakat
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
dan memeratakan Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat Kota
Madiundan Meningkatkan Kualitas
Hidup Masyarakat Kota Madiun

2 Pelayanan Umum Mewujudkan Pemerintahan Yang
Baik (Good Governance)

3 Daya Saing Daerah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
dan memeratakan Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat Kota
Madiundan Mewujudkan
Pembangunan yang Berwawasan
Lingkungan
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Terhadap Capaian Kineja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NOMOR ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWALPERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISIKINERJA PADAAKHIR PERIODERPJMDTAHUN 2018 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

a Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi

1 Laju Pertumbuhan PDRB 5,96 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,05
2 PDRB Per Kapita 68,9 76,53 79,78 82,71 85,34 85,34 85,34
3 Angka Kemiskinan 4,49 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43 4,43
4 Indeks Gini 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34

b Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,33 80,51 80,63 80,76 80,88 80,98 80,98
I Bidang Urusan Sosial

1 Persentase Rehabilitasi Sosial dasar
penyandang disabilitas terlantar di
luar panti

100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Rehabilitasi Sosial dasar
anak terlantar diluar panti

100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Rehabilitasi sosial Dasar
Lanjut Usia terlantar di luar panti

100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar
Tuna Sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di luar panti

100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada saat tanggap
dan paska bencana bagi korban
bencana kab/ kota

100 100 100 100 100 100 100

6 Persentase Penurunan PMKS 1,5 3,5 5,5 7,5 10 10
7 Persentase PMKS yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimal
80 91 91 91 91 91 91

8 Persentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial yang Tertangani

100 100 100 100 100 100 100
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II Bidang Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Rasio KDRT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,018 0,018 0,018

2 Persentase Penanganan Pengaduan
Tindak Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak

100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan

100 100 100 100 100 100 100

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
I Bidang Urusan Kepemudaan dan

Olah Raga
1 Jumlah Prestasi Pemuda 16 16 17 18 19 20 20
2 Jumlah Prestasi Olahraga yang

diraih
15 15 18 21 24 27 27

3 Prestasi Pemuda dan Olah Raga
ditingkat regional dan nasional

33 33 33 34 35 36 36

4 Jumlah Pemuda Berprestasi yang
dikirim kompetisi

16 18 20 22 24 26 26

5 Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di
Tingkat Provinsi dan Nasional

189 189 190 192 194 195 195

II Bidang Urusan Kebudayaan
1 persentase budaya daerah yang

dilestarikan
31,60 35 40 45 50 55 55

2 Persentase Kekayaan Budaya yang
dipentaskan

31,60 35 40 45 50 55 55

II ASPEK PELAYANAN UMUM
a Fokus Lelayanan Urusan

Pemerintahan Wajib
1 Terkait Pelayanan Dasar
I Bidang Urusan Pendidikan

1 jumlah warga negara usia 7-15 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)

27.714 26.937 26.405 26.011 25.314 26.314 26.314
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2 jumlah warga negara usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau
menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

54 46 45 43 41 41 41

3 jumlah warga negara usia 5-6 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD

5.768 5.213 4.971 4.955 4.495 4.495 4.495

4 Indeks Pengetahuan 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
5 Rata-rata Lama Sekolah 11.10 11,12 11,13 11,14 11,15 11,16 11,16
6 Harapan Lama Sekolah 14,2 14,22 14,23 14,24 14,25 14,26 14,26
7 Persentase Sekolah Standar Nasional

Pendidikan
80 85 88 93 97 100 100

8 Persentase Jumlah tenaga pendidik
yang bersertifikasi

76,66 78 80 87 93 100 100

9 Angka Partisipasi Murni SD/SMP 152,99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Angka Partisipasi Kasar PAUD 106,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Jumlah Lembaga non formal yang

Terakreditasi
80 lembaga 90 lembaga 100 lembaga 110 lembaga 120 lembaga 136 lembaga 136 lembaga

II Bidang Urusan Kesehatan
1 Persentase ibu hamil yang

mendapatkan layanan kesehatan
100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase ibu bersalin yang
mendapatkan layanan kesehatan

100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase bayi baru lahir yang
mendapatkan layanan kesehatan

100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase balita yang mendapatkan
layanan kesehatan

100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase warga negara usia
pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan

100 100 100 100 100 100 100

6 Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan

79,49 100 100 100 100 100 100

7 Persentase warga negara usia lanjut
yang mendapatkan layanan
kesehatan

65,62 100 100 100 100 100 100
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8 Persentase warga negara penderita
hipertensi yang mendapatkan
layanan kesehatan

82,60 100 100 100 100 100 100

9 Persentase warga negara penderita
diabetes melitus yang mendapatkan
layanan kesehatan

83,55 100 100 100 100 100 100

10 Persentase warga negara dengan
gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

100 100 100 100 100 100 100

11 Persentase warga negara terduga
tubercolosis yang mendapatkan
layanan kesehatan

100 100 100 100 100 100 100

12 Persentase warga negara dengan
resiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh
manusia (human immunodefiviency
virus) yang mendapatkan layanan
kesehatan

101,27 100 100 100 100 100 100

13 Indeks Kesehatan 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
14 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas

Kesehatan
81,32 81,4 81,43 81,45 81,46 81,48 81,48

15 Indeks Keluarga Sehat 0,33 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,45
16 Status Akreditasi SNARS Lulus

Paripurna
Akreditasi
SNARS

Lulus
Paripurna
Akreditasi
SNARS

Lulus
Paripurna
Akreditasi
SNARS

17 Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD
Kota Madiun

78,17 79,17 80,16 81,16 82,15 83,15 83,15

18 Persentase Pencapaian Standart
Pelayanan Minimal Rumah Sakit

71,15 73,92 76,69 79,46 82,23 85 85

19 Persentase Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit yang Sesuai Standar

88,55 89,84 91,13 92,42 93,71 95 95

20 Persentase pencapaian kinerja Badan
Layanan Umum Daerah

100 100 100 100 100 100 100

21 Persentase Penyediaan Sarana/
Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

88,55 89,84 91,13 92,42 93,71 95 95
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22 Persentase Penduduk Kota Madiun
yang menjadi peserta JKN

87,6 96 97 98 99 99 99

23 Persentase Kesehatan Masyarakat
yang Sesuai Standart

16,67 25 45 60 75 90 90

24 Persentase Penurunan Kasus
Kejadian Luar Biasa

100 5 10 15 20 25 25

25 Persentase Sarana Pelayanan
Kesehatan yang Terakreditasi

48,27 48,27 51,72 51,72 55,17 55,17 55,17

III Bidang Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

1 Pelayanan Warga Negara yang
memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pelayanan warga negara yang
memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban kebakaran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Pelayanan Pencegahan dan

Kesiapsiagaan terhadap Bencana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Pelayanan Penyelamatan dan
Evaluasi Korban Bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Indeks Ketentraman - 75 78 80 83 85 85
7 Indeks Rasa Aman - 76 79 81 83 85 85
8 Persentase Masyarakat yang taat

perda dan perwal
98 96 96 97 98 98 98

9 Persentase Tingkat Penanganan
Kejadian Kebakaran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Rasio Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di Kota

1 orang setiap
RT

1 orang setiap
RT

1 orang setiap
RT

1 orang setiap
RT

1 orang setiap
RT

1 orang setiap
RT

1 orang setiap
RT

11 Persentase Kasus Penegakan Perda
yang diselesaikan

100 100 100 100 100 100 100

12 Prosentase Kasus K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan) yang
diselesaikan

98,83% 96% 96% 97% 97% 98% 98%

13 Tingkat Waktu Tanggap (response
time rate)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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14 Persentase Penanggulangan Korban
Bencana

100 100 100 100 100 100 100

15 Persentase Early Warning System
(EWS) di daerah rawan Bencana

100 100 100 100 100 100

16 Persentase Korban Bencana yang
tertangani

100 100 100 100 100 100

17 Persentase Korban Bencana Alam
yang ditangani

100 100 100 100 100 100

2 Tidak Terkait Pelayanan Dasar
I Bidang Urusan Tenaga Kerja

1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,85 3,8 3,75 3,63 3,5 3,45 3,45
2 Persentase Tingkat Partisipasi

angkatan kerja
50 55 60 65 70 70

3 Persentase pencari kerja yang
ditempatkan

79 79 79,25 79,50 79,75 79,80 79,80

4 Persentase Tenaga Kerja yang
terlindungi

60 60 63 65 67 70 70

5 Persentase lulusan pelatihan yang
berkompeten

80 80 81 82 83 84 84

II Bidang Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 persentase uptime SIAK 99,92 99,93 99,94 99,95 99,96 99,96
2 Persentase Kepemilikan dokumen KK 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Kepemilikan Dokumen

KTP
97,02 98 98,30 98,60 99 99,30 99,30

4 Persentase Kepemilikan Dokumen
KIA

- 80 95 98 99 99,50 99,50

5 Persentase Kepemilikan Kutipan Akte
Kelahiran

98,44 98,50 98,60 98,70 98,8 98,9 98,9

6 Persentase Kepemilikan Kutipan Akte
Kematian

98 98 98,50 98,60 98,70 98,80 98,80

7 Persentase Kepemilikan Kutipan Akte
Perkawinan

98,5 98,70 98,80 98,90 99,00 99,20 99,20

8 Persentase Penerbitan Dokumen
Kependudukan

81,03 82 84 86 87,70 89,50 89,50

9 Persentase Penerbitan Dokumen
Akta Pencatatan Sipil

99,51 92 94 96 98 98,5 98,5
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10 Persentase Uptime Database
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

99 98 99,10 99,20 99,40 99,60 99,60

III Bidang Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 83,02 83,25 83,7 84,02 84.25 84,56 84,56
2 Persentase Partisipasi Perempuan di

Lembaga Pemerintahan dan swasta
48,34 48,5 49,12 49,46 50 52 52

3 Persentase Partisipasi Perempuan di
Lembaga Pemerintahan

13,32 13,32 13,36 13,42 13,47 13,5 13,5

IV Bidang Urusan Pangan
1 Rasio Ketersediaan Pangan Utama

dan Konsumsi Pangan
1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07

2 Persentase Peningkatan Ketersediaan
Pangan Utama

0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,22

3 Indeks Ketahanan Pangan 80 80,2 80,4 80,6 80,8 81,0 81,0
4 Skor Pola Pangan Harapan 95,4 95,6 95,8 96,0 96,2 96,4 96,4

V Bidang Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 42,73 42,74 42,75 42,76 42,77 42,78 42,78
VI Bidang Urusan Komunikasi dan

Informatika
1 Indeks SistemPemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE)
3,16 (baik) 3,20 (baik) 3,26 (baik) 3,36 (baik) 3,46 (baik) 3,56 (baik) 3,56 (baik)

2 Tingkat Keterbukaan Informasi
Publik

87,1 87,25 87,50 87,75 88 88,25 88,25

3 Nilai Domain Layanan SPBE 3,12 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6
4 Persentase pelayanan publik yang

sudah terintegrasi
25 35 45 55 65 75 75

5 Persentase sasaran penyebaran
informasi publik

75 80 85 90 95 100 100

6 Persentase Penyebaran Informasi
tentang Cukai

100 100 100 100 100 100 100

VII Bidang Urusan Statistik
1 Persentase Data Statistik Sektoral

yang Terintegrasi
50 75 80 85 90 95 95

VIII Bidang Urusan Persandian
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1 Persentase PD yang
mengimplementasikan keamanan
informasi

8,8 25 40 55 70 85 85

IX Bidang Urusan Perpustakaan
1 Persentase Peningkatan Kunjungan

Perpustakaan
5% 5% 5% 5% 5% 25%

2 Nilai IKM Pemustaka terhadap
layanan perpustakaan

70% 72% 74% 76% 78% 78%

X Bidang Urusan Kearsipan
1 Persentase Unit Kearsipan yang

menerapkan pengelolaan arsip
secara baku

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 11,45

2 Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola 55.323 berkas 500 berkas 500 berkas 500 berkas 500 berkas 500 berkas 2500 berkas

3 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan
I Bidang Urusan Transmigrasi

1 Persentase pendaftar transmigrasi
yang terfasilitasi

80 80 81 82 83 84 84

4 Pelayanan Urusan Penunjang
Pemerintahan

I Unsur Staf
1 Nilai akuntabilitas kinerja

pemerintah Daerah
B (63,5) BB (70,01) BB (73) BB (76) BB (79) A (80,01) A (80,01)

2 Nilai evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan

3,3056
Sangat Tinggi

3,1000
Sangat Tinggi

3,1100
Sangat Tinggi

3,1200
Sangat Tinggi

3,1250
Sangat Tinggi

3,1250
Sangat Tinggi

3,1250
Sangat Tinggi

3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 82,85 (baik) 83 (baik) 84 (baik) 85 (baik) 86 (baik) 87 (baik) 87 (baik)
4 Persentase Capaian Kinerja Indikator

Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai
Target yang ditetapkan

73,68 74 76 78 80 82 82

5 persentase jumlah pengadaan
barang/jasa yang terealisasi

100 100 100 100 100 100 100

6 persentase OPD yang melaporkan
progres fisik dan keuangan tepat
waktu sesuai jadwal pelaksanaan

100 100 100 100 100 100 100

7 jumlah kegiatan keagamaan yang
difasilitasi

14 15 15 15 16 16 77
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8 Persentase Penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang indeks
Kepuasan Masyarakatnya Bernilai
Baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Nilai IKM Bagian Umum 80,79 81 81,5 82 82,5 83 83
10 IKM di Bidang Administrasi dan

Keuangan
80,77 81 81,5 82 82,5 83 83

11 IKM di Bidang Kerumahtanggaan 80,74 81 81,5 82 82,5 83 83
12 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

di bidang keprotokolan dan
kepegawaian

80,92 81 81,5 82 82,5 83 83

13 Pelayanan Dibidang Hukum 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
14 Persentase Pencapaian Kinerja

Pemerintahan Tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100

15 Persentase Pelayanan Kedinasan
Pimpinan

100 100 100 100 100 100 100

16 Jumlah Dokuem
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
yang tepat syarat

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 9 dokumen 33 dokumen

17 Jumlah Perjanjian Kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 25 kerjasama
18 Persentase Produk Hukum yang

Berkualitas
100 100 100 100 100 100 100

19 Nilai Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

2,4 (cukup
dengan

catatan)

2,55 (cukup) 2,7 (cukup) 2,85 (cukup) 3 (baik dengan
catatan)

3,15 (baik) 3,15 (baik)

20 Persentase Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan
barang/jasa sesuai regulasi

100 100 100 100 100 100 100

21 Persentase Perangkat Daerah yang
Capaian Kinerja (LKJ Perangkat
Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100)

79,41 80 82 84 86 88 88

22 Persentase Kegiatan Keagamaan
yang difasilitasi

100 100 100 100 100 100 100

23 Persentase OPD yang melaksanakan
kegiatan sesuai jadwal

100 100 100 100 100 100 100

II Unsur Pelayanan Administrasi dan
Pemberian Dukungan terhadap
Tugas dan Fungsi DPRD

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD

79,53 78 79 80 81 82 82
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2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
DPRD terhadap layanan
Perundang-Undangan, Dokumentasi
dan Rapat

81 80 81 82 83 84 84

III Unsur Pengawas Penyelenggraan
Pemerintahan Daerah

1 Indeks reformasi birokrasi B B B BB BB A A
2 Level muturitas SPIP Kota Madiun 2 2,2 2,5 2,8 3 3 3
3 Persentase Temuan Hasil

Pengawasan yang ditindaklanjuti
sesuai rekomendasi

90 91 92 93 94 95 95

4 Level Kapabilitas APIP 2 2 2 2 3 3 3
5 Persentase OPD yang maturitas

SPInya level 3
25 25 30 35 40 45 45

6 Persentase aparatur pengawas yang
bersertifikat

100 100 100 100 100 100 100

7 Persentase Dokumen Kebijakan dan
Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi

100 100 100 100 100 100 100

IV Fungsi Penunjang Perencanaan
1 Sinergitas dokumen perencanaan

(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS,
RENSTRA, RENJA)

100 100 100 100 100 100

2 Persentase Capaian Kinerja atas
Target Indikator Sasaran Strategis
Kota Madiun

100 100 100 100 100 100

3 Sinergitas dokumen perencanaan
Kota Madiun, Provinsi dan Nasional

100 100 100 100 100 100

4 Penerapan Kebijakan pembangunan
daerah yang menerapkan konsep
Tematik, Holistik, Integratif dan
Spasial (THIS)

100 100 100 100 100 100

5 Persentase Perangkat Daerah yang
Dokumen Perencanaannya sesuai
Ketentuan

100 100 100 100 100 100

6 Persentase Capaian target program
pembangunan bidang ekonomi, sosil
dan budaya

100 100 100 100 100 100

7 Persentase Dokumen Perencanaan
pembangunan ekonomi, sosial dan
budaya yang dapat dimanfaatkan

100 100 100 100 100 100
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8 Persentase Capaian target program
pembangunan bidang prasarana
wilayah

100 100 100 100 100 100

9 Persentase Dokumen Perencanaan
pembangunan prasarana wilayah
yang dapat dimanfaatkan

100 100 100 100 100 100

V Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan

1 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2 Persentase OPD yang menyampaikan

Laporan Keuangansesuai SAP
100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Peningkatan nilai Aset
Pemerintah Daerah

6,8 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,5

4 Persentase Bidang tanah bersertifikat 70,85 77 80 83 85 87 87
5 Persentase Kontribusi Pajak daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah
35 35,5 36 36,5 37 37,5 37,5

6 Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban APBD Tepat
Waktu

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

7 Pengesahan Perda APBD Tepat
Waktu

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

8 Persentase Penerbitan SP2D Tepat
Waktu

100 100 100 100 100 100 100

9 Kontribusi Pengelolaan Aset
Terhadap PAD

4.930.372.055 4.427.616.067 4.528.005.499 4.698.780.488 4.746.262.654 4.774.739.686 4.774.739.686

10 Persentase Ketersediaan Basis Data
Pajak Daerah

100 100 100 100 100 100 100

11 Persentase Pertumbuhan
Penerimaan Pajak Daerah

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5

IV Fungsi Penunjang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelayanan Kepegawaian

87 poin 88 poin 89 poin 90 poin 91 poin 92 poin 92 poin

2 Persentase Jabatan yang diisi sesuai
kompetensi

0,92 17,64 23,52 29,6 36,36 42,60 42,60

3 Persentase Nilai SKP Pegawai yang
Bernilai Baik

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase Tercukupinya Usulan
Diklat Aparatur

100 100 100 100 100 100 100
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5 Persentase Penyelesaian
Administrasi Kepegawaian sesuai
SOP

99 100 100 100 100 100 100

6 Persentase Penyelesaian SK Terkait
Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP

107,40 100 100 100 100 100 100

7 Persentase Penempatan PNS sesuai
SKM

103,24 100 100 100 100 100 100

8 Persentase Kedisplinan ASN 100 100 100 100 100 100

9 Persentase Pengembangan ASN 100 100 100 100 100 100

V Fungsi Penunjang Penelitian dan
Pengembangan

1 Persentase hasil penelitian/ kajian
yang dapat sebagai
dasarperencanaan danatau
diimplementasikan

100 100 100 100 100 100

VI Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa
dan Politik

1 Indeks Kerukunan 2,77 (tinggi) 2,89 (tinggi) 3,01 (tinggi) 3,25 (tinggi) 3,30 (sangat
tinggi)

3,30 (sangat
tinggi)

2 persentase konflik yang tertangani 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Orkesmas yang berbadan

Hukum
40 45 50 55 60 60

4 Cakupan Hubungan Sosial 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3
5 Konflik Horizontal di dalam

Masyarakat
0 konflik 0 konflik 0 konflik 0 konflik 0 konflik 0 konflik 0 konflik

6 Persentase Orkemas 72,37% 72,50% 73% 73,30% 73,50% 74% 74%
VII Fungsi Penunjang Kecamatan

1 Persentase Kelurahan yang
mendapatkan klasifikasi
Swasembada

3,70% (1
Kelurahan)

14,81% (4
kelurahan)

29,63% (8
kelurahan)

44,44% (12
kelurahan)

59,25% (16
kelurahan)

62,96% (17
kelurahan)

62,96% (17
kelurahan)

2 Persentase rekomendasi hasil
koordinasi  bidang pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat,
kesejahteraan sosial, pembangunan
dan ketentraman dan ketertiban
masyarakat yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan

100 100 100 100 100 100 100
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3 Persentase Kelurahan yang
mendapatkan klasifikasi
swasembada di kecamatan

- 11 33 55 77 100 100

4 Persentase terselesaikannya
permohonan rekomendasi di
kelurahan sesuai ketentuan

100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase Hasil Koordinasi yang
ditindak lanjuti

100 100 100 100 100 100 100

6 Persentase Usulan Musrenbang
Kecamatan yang terakomodir dalam
RKPD

10 11 12 13 14 15 15

7 Indeks perkembangan kelurahan 0 ,73 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

III ASPEK DAYA SAING DAERAH
A Kemampuan Ekonomi
I Bidang Urusan Koperasi Usaha

Mikro dan Menengah
1 persentase pertumbuhan koperasi

yang berkualitas
1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9

2 persentase pertumbuhan usaha
mikro yang mandiri

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

3 Persentase koperasi aktif 98,05 98,69 98,70 98,71 98,72 98,73 98,73
4 Persentase Pertumbuhan Usaha

Mikro
0,40 0,41 0,42 0,43 0,45 0,45 0,45

II Bidang Urusan Penanaman Modal
1 Jumlah Nilai Realisasi Investasi 334 milyar 187 milyar 191 milyar 195 milyar 198 milyar 202 milyar 202 milyar
2 Persentase penyelesaian ijin yang

diterbitkan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 ICOR 2,61 2,55 2,5 2,45 2,4 2,3 2,3
4 Persentase investor yang

merealisasikan investasi
13 19 26 32 39 39

5 Persentase pengaduan pelayanan
perizinan terselesaikan

80% 86% 93% 100% 100% 100%

III Bidang Urusan Kelautan dan
Perikanan

1 Rasio Pendapatan Pelaku Usaha
Perikanan dengan Biaya Produksi

1 1,05 1,1 1,15 1,20 1,25 1,25
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2 Persentase peningkatan Pendapatan
pelaku usaha perikanan

1 1 1 1 1 1 1

IV Bidang Urusan Pariwisata
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan 329.013 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000 450.000
2 Pertumbuhan Sektor Pariwisata 8,60% 8,70% 8,80% 8,90% 9% 9% 9%
3 Persentase Peningkatan Promosi

yang dilaksanakan
25 25 28 30 33 35 35

V Bidang Urusan Pertanian
1 Nilai Tukar Usaha Pertanian,

Peternakan dan Perikanan
1,382 1,389 1,396 1,405 1,412 1,420 1,420

2 Peningkatan Produktivitas Pertanian 7,2 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 7,25
3 Rasio Pendapatan Pelaku Usaha

peternakan dengan biaya produksi
1,205 1,206 1,208 1,214 1,216 1,221 1,221

4 Persentase Peningkatan Pendapatan
Pelaku Usaha Peternakan

2 2 2 2 2 2 2

VI Bidang Urusan Perdagangan
1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan 5,82 5,91 6,01 6,12 6,23 6,23 6,23
2 Persentase pertumbuhan volume

usaha perdagangan
0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

3 Persentase Pertumbuhan
Perdagangan Non Pasar Rakyat

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4 Jumlah Omset Pasar Rakyat 547.949
juta (Rp)

640.000 juta
(Rp)

672.000 juta
(Rp)

705.600 juta
(Rp)

740.880 juta
(Rp)

777.924 juta
(Rp)

777.924 juta
(Rp)

5 Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal 0 0 0 0 0 0 0
VII Bidang Urusan Perindustrian

1 Pertumbuhan Sektor Pengolahan 7,30 7,30 7,35 7,40 7,41 7,41
2 persentase pertumbuhan industri 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3 Persentase IKM yang Berstandart 17,09 17,09 17,10 17,12 17,15 17,17 17,17
4 Prosentase IKM yang melaksanakan

GMP (Good Manufacturing Practice)
80 80 84 88 92 93 93

VIII Unsur Staf
1 jumlah kegiatan pendukung aktivitas

ekonomi
4 4 4 4 4 4 20

2 Jumlah kegiatan terkait penyelesaian
peredaran rokok ilegal

2 2 2 2 2 2 10

3 Tingkat Inflasi 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
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4 Persentase Kelompok Sosial Ekonomi
yang difasilitasi

100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase Jumlah Kegiatan
Sosialisasi Bidang Cukai Yang
Dilaksanakan

100 100 100 100 100 100 100

B Fasilitas Wilayah Infrastruktur
1 Livable City (Indeks Kenyamanaan

Kota)
80,73 81,45 82,15 82,81 83,42 83,42

I Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang

1 Jumlah Warga Negara yang
memperoleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik

90 90 90 90 90 90

3 Indeks Infrastruktur 96,03 96 96,20 96,50 96,75 97 97
4 Persentase Ruang yang

dimanfaatkan RTRW
100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase Tingkat Kondisi Jalan
Kota yang mantap

94,51 94 94,50 95 95,50 96 96

6 Persentase Kawasan Bebas Banjir/
genangan

95,64 94 94,20 94,50 94,75 95 95

7 Persentase Ketaatan Pemanfaatan
ruang sesuai RTRW

100 100 100 100 100 100 100

8 Persentase bangunan gedung sesuai
ketentuan

100 100 100 100 100 100 100

9 Persentase Panjang Jalan Kota dalam
Kondisi Baik

92,41 94 95 96 97 98 98

10 Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/
Tergenang

12 11 10 10 10 10 10

11 Persentase Panjang Drainase dalam
Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak
tersumbat

89,75 90,40 90,50 90,60 90,70 90,80 90,80

12 Ketaatan terhadap RTRW 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Persentase terlayaninya air bersih/

minum
93 95 96 97 97 97 99

II Bidang Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
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1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
yang layak huni bagi korban bencana
kab/kota

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 fasilitasi rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah kab/
kota

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Indeks Sarana Prasarana
Permukiman

82,23 86,62 88,62 90,42 92,21 94,00 94,00

4 Indeks Perumahan Permukiman 99,51 99,53 99,57 99,60 99,63 99,65 99,65
5 Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan

Permakaman
64,96 73,70 77,67 81,23 84,80 88,36 88,36

6 Persentase Rumah tinggal Layak
Huni dan Bersanitasi

99,26 99,30 99,35 99,41 99,45 99,47 99,47

7 Persentase RTH, Penerangan Jalan
dan Pemakaman yang dikelola

64,96 73,70 77,67 81,23 84,80 88,36 88,36

III Bidang Urusan Pertanahan
1 Persentase Rekomendasi Ijin

Pertanahan yang diterbitkan
100 100 100 100 100 100 100

IV Bidang Urusan Lingkungan Hidup
1 Indeks Kualitas Air (IKA) 76,89 77,36 77,39 77,61 77,83 77,83 77,83
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 85,5 85,76 85,94 86,11 86,28 86,28 86,28
3 Persentase Pengelolaan Sampah

rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga

93,68 97 98 98,50 99 99 99

4 Indek Kualitas Lingkungan Hidup 64,22 65,04 65,44 65,83 66,10 66,10 66,10
5 Persentase data dan informasi

Sumber Daya Alam dan lingkungan
hidup yang tersedia

58,97 64,10 69,23 71,79 79,49 79,50 79,50

6 Persentase titik sample kualitas air
dan udara yang memenuhi baku
mutu

44,70 47 48 49 50 50,10 50,10

7 Persentase pelaku usaha/kegiatan
yang taat terhadap peraturan
lingkungan hidup

31,39 41,20 52,90 64,70 76.47 88,20 88,20

8 Persentase penanganan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis

74,90 75 74 73 72 71 71
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sampah rumah tangga

V Bidang Urusan Perhubungan
1 Kinerja Ruas Jalan 0,45% 0,44% 0,43% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40%
2 Kepadatan Lalu Lintas 48 47 46 45 44 43 43
3 Persentase Perlengkapan jalan 58% 67% 75% 83% 92% 100% 100%
4 Kinerja Angkutan Umum 38% 39% 40% 41% 42% 43% 43%



Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun, 2020-2024

No. Uraian Realisasi APBD 2018
PROYEKSI

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 PENDAPATAN 1.007.446.240.137,64 1.119.169.654.600,00 1.171.755.147.812,00 1.231.758.363.530,00 1.295.033.837.276,00 1.361.799.920.589,00 1.427.291.312.510,00

01.01 Pendapatan Asli
Daerah 230.847.977.146,73 226.307.943.600,00 241.576.128.230,00 257.845.748.642,00 275.215.171.626,00 293.792.476.277,00 308.696.416.518,00

01.01.01 Pajak daerah 83.454.704.361,41 77.000.000.000,00 84.700.000.000,00 93.170.000.000,00 102.487.000.000,00 112.735.700.000,00 124.009.270.000,00

01.01.02 Retribusi daerah 19.138.960.648,50 17.220.952.600,00 18.943.047.860,00 20.837.352.646,00 22.921.087.911,00 25.213.196.702,00 27.734.516.372,00

01.01.03
Hasil pengelolaan
kekayaan daerah
yang dipisahkan

13.365.402.574,00 12.086.991.000,00 12.933.080.370,00 13.838.395.996,00 14.807.083.716,00 15.843.579.576,00 16.952.630.146,00

01.01.04
Lain-lain
pendapatan asli
daerah yang sah

114.888.909.563,23 120.000.000.000,00 125.000.000.000,00 130.000.000.000,00 135.000.000.000,00 140.000.000.000,00 140.000.000.000,00

01.02 Dana Perimbangan 678.417.066.007,00 730.009.511.000,00 763.680.748.502,00 798.967.646.166,00 835.949.357.359,00 874.708.954.005,00 915.333.621.573,00

01.02.01 Dana bagi hasil
pajak 25.390.798.853,00 25.371.694.000,00 25.980.614.656,00 26.604.149.408,00 27.242.648.994,00 27.896.472.569,00 28.565.987.911,00

Dana bagi hasil
bukan pajak 67.464.332.495,00 83.445.154.000,00 85.447.837.696,00 87.498.585.801,00 89.598.551.860,00 91.748.917.105,00 93.950.891.115,00

01.02.02 Dana Alokasi
Umum 501.753.246.649,00 522.596.024.000,00 548.725.825.200,00 576.162.116.460,00 604.970.222.283,00 635.218.733.397,00 666.979.670.067,00

01.02.03 Dana Alokasi
khusus 70.689.542.010,00 85.477.493.000,00 89.751.367.650,00 94.238.936.033,00 98.950.882.834,00 103.898.426.976,00 109.093.348.325,00

01.02.04 Dana Bagi hasil
cukai 13.119.146.000,00 13.119.146.000,00 13.775.103.300,00 14.463.858.465,00 15.187.051.388,00 15.946.403.958,00 16.743.724.156,00

01.03
Lain-lain
pendapatan
daerah yang sah

98.181.196.983,91 162.852.200.000,00 166.498.271.080,00 174.944.968.722,00 183.869.308.291,00 193.298.490.307,00 203.261.274.419,00

01.03.01 Hibah 19.028.068.367,91 19.356.661.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

01.03.03

Bagi hasil pajak
dari provinsi dan
dari pemerintah
daerah lainya

78.161.078.616,00 86.960.763.000,00 92.178.408.780,00 97.709.113.307,00 103.571.660.105,00 109.785.959.712,00 116.373.117.294,00

01.03.04
Dana penyesuaian
dan otonomi
khusus

- 55.542.726.000,00 58.319.862.300,00 61.235.855.415,00 64.297.648.186,00 67.512.530.595,00 70.888.157.125,00

01.03.05

Bantuan keuangan
dari provinsi atau
pemerintah daerah
lainnya

992.050.000,00 992.050.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00



2 BELANJA 1.036.658.830.595,88 1.194.552.988.508,00 1.336.799.891.335,00 1.407.503.737.652,00 1.462.623.675.994,00 1.521.131.727.465,00 1.574.746.246.399,00

02.01 Belanja Tidak
Langsung 407.189.652.660,00 484.105.379.819,00 505.424.220.335,00 528.910.431.352,00 553.570.952.919,00 579.464.500.565,00 606.652.725.594,00

02.01.01 Belanja Pegawai 371.699.268.739,00 447.356.400.319,00 469.724.220.335,00 493.210.431.352,00 517.870.952.919,00 543.764.500.565,00 570.952.725.594,00
02.01.04 Belanja Hibah 21.318.545.231,00 16.277.528.500,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00

02.01.05 Belanja Bantuan
Sosial 12.043.991.990,00 16.843.600.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00

02.01.06

Belanja Bagi Hasil
Kepada
Provinsi/Kab/Kota
dan Pemerintah
Desa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.01.07

Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/ Kab/Kota
dan Pemeritahan
Desa

2.127.846.700,00 627.851.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

02.01.08 Belanja Tidak
Terduga 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

02.02 Belanja Langsung 629.469.177.935,88 710.447.608.689,00 831.375.671.000,00 878.593.306.300,00 909.052.723.075,00 941.667.226.900,00 968.093.520.805,00
02.02.01 Belanja Pegawai 63.427.705.867,00 80.751.200.451,00 84.788.760.474,00 89.028.198.497,00 93.479.608.422,00 98.153.588.843,00 103.061.268.285,00

02.02.02 Belanja Barang dan
Jasa 306.953.859.810,41 354.068.347.460,00 371.771.764.833,00 390.360.353.075,00 409.878.370.728,00 430.372.289.265,00 451.890.903.728,00

02.02.03 Belanja Modal 259.087.612.258,47 275.628.060.778,00 374.815.145.693,00 399.204.754.728,00 405.694.743.925,00 413.141.348.792,00 413.141.348.792,00

Surplus/Defisit -29.212.590.458,24 -75.383.333.908,00 -165.044.743.523,00 -175.745.374.122,00 -167.589.838.718,00 -159.331.806.877,00 -147.454.933.889,00

3 PEMBIAYAAN
DAERAH 308.491.416.889,46 76.883.333.908,00 166.544.743.523,00 177.245.374.122,00 132.562.643.043,00 160.831.806.877,00 148.954.933.889,00

03.01 Penerimaan
Pembiayaan 308.491.416.889,46 76.883.333.908,00 166.544.743.523,00 177.245.374.122,00 169.089.838.718,00 160.831.806.877,00 148.954.933.889,00

03.01.01

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
(SiLPA)

308.490.756.889,46 76.883.333.908,00 166.544.743.523,00 177.245.374.122,00 169.089.838.718,00 160.831.806.877,00 148.954.933.889,00

03.01.06
Penerimaan
Kembali Pemberian
Pinjaman

660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02 Pengeluaran
Pembiayaan 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

03.02.02 Penyertaan Modal
(Investasi) Daerah 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)
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